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ABSTRAK 
 

Ekky Irsa Buana, 2020. Penguatan Badan Usaha Milik Desa Dalam 

Meningkatakan Pendapatan Asli Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo 

Kabupaten Sidoarjo, Skripsi Program Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya. 

 
Kata Kunci : Kebijakan, Strategi, Tantangan, BUMDes 

 

Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti melihat peningakatan pada 

Pendapatan Asli Desa Bluru Kidul dalam data APBDes Tahun 2019, dari hasil 

peningkatan tersebut terdapat kontribusi yang berasal dari aset desa berupa pasar 

desa yang di kelola oleh Badan Usaha Milik Desa Blukid Jaya Makmur. Adapun 

beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Kebijakan apa yang 

digunakan oleh pemerintah desa, untuk menciptakan penguatan pada lembaga 

BUMDes Blukid Jaya Makmur, Apa strategi yang diterapkan oleh pemerintah 

desa dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes untuk meningkatkan PADes Bluru 

Kidul, Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa, selama proses 

penguatan BUMDes dalam meningkatkan PADes Bluru Kidul. Untuk dapat 

menjawab beberapa rumusan masalah tersebut peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggambarakan objek penelitian 

berdasarkan pada fakta yang tampak sebagaimana adannya di lapangan, untuk 

mendapatkan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Observasi, 

wawancara dan dokumentasi dengan teori utama kebijakan public Carl Friedrich 

 

Hasil dari penelitian ini yaitu, untuk dapat menciptakan penguatan pada 

lembaga BUMDes Blukid Jaya Makmur, Pemerintah desa Bluru Kidul 

menggunakan kebijakan berdasarkan pada Peraturan Desa Nomer 4 Tahun 2013 

yang dibentuk dari aspirasi-aspirasi masyarakat desa Bluru Kidul yang ditampung 

oleh pemerintah desa selama pelaksanaan musyawarah desa yang kemudian 

digunakan sebagai landasan hukum dari pembentukan dan pelaksanaan 

pengelolaan lembaga usaha desa Blukid Jaya Makmur. Untuk strategi pengelolaan 

Badan Usaha Milik Desa Blukid Jaya Makmur pemerintah desa Bluru Kidul 

menerapkan startegi kerjasama dengan masyarakat desa dimana kerjasama 

tersebut berjalan dengan dipilihnya beberapa masyarakat desa yang sesuai dengan 

standart kriteria yang tertulis dalam Perdes Pasal 19 Nomer 4 Tahun 2013 tentang 

pengangkatan pegawai BUMDes untuk melakukan pengelolaan jasa pelayanan 

dengan pembagian hasil pengelolaan sebesar 40% Pendapatan Desa, 30% 

BUMDes dan 30% untuk masyarakat desa yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai 

pihak pelaksana pengelolaan lahan parkir dan kebersihan pasar desa Bluru Kidul. 

Dan selama proses penguatan pada lembaga BUMDes Blukid Jaya Makmur 

pemerintah desa Bluru Kidul tidak luput dari beberapa tantangan yang harus di 

hadapi, seperti kurangnnya biaya untuk merealisasikan pembangunan unit usaha 

pasar desa dan sempat adanya protes dari para pedagang pasar desa Bluru Kidul 

karena adannya kenaikan biaya retribusi kebersihan pasar desa yang harus dibayar 

setiap harinnya oleh para pedagang pasar desa Bluru Kidul. 
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 ABSTRACT  
 

Ekky Irsa Buana , 2020. Strengthening Village-Owned Enterprises in Increasing 

Original Income in Bluru Kidul Village, Sidoarjo District, Sidoarjo Regency, 

Thesis of Political Science Program, Faculty of Social and Political Sciences, 

Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya. 

 

Keywords: Policy, Strategy, Challenges, BUMDes 

 

This research originated from the researcher's interest in seeing an increase 

in the Original Income of Bluru Kidul Village in the 2019 APBDes data, from the 

results of this increase there were contributions that came from village assets in 

the form of village markets which were managed by the Village-Owned 

Enterprise of Blukid Jaya Makmur. As for some of the problem formulations in 

this research, namely, what policies are used by the village government, to create 

strengthening in the BUMDes Blukid Jaya Makmur institution, What are the 

strategies implemented by the village government in implementing BUMDes 

management to improve PADes Bluru Kidul, What are the challenges faced by 

village government, during the process of strengthening BUMDes in increasing 

PADes Bluru Kidul. To be able to answer some of these problem formulations the 

researcher uses descriptive qualitative research methods, by drawing the research 

object based on the facts that appear as they are in the field, to obtain the data in 

this study the researcher uses observation, interview and documentation 

techniques with the main theory of Carl Friedrich's public policy. 

 

The results of this research are, to be able to create strengthening in the 

BUMDes Blukid Jaya Makmur institution, the village government of Bluru Kidul 

uses a policy based on Village Regulation Number 4 of 2013 which was formed 

from the aspirations of the Bluru Kidul village community who are 

accommodated by the village government during the implementation of village 

meetings. which is then used as the legal basis for the establishment and 

implementation of the management of the village business organization Blukid 

Jaya Makmur. For the strategy of managing Blukid Jaya Makmur Village-Owned 

Enterprises, the village government of Bluru Kidul implements a partnership 

strategy with village communities where the collaboration runs with the selection 

of several village communities according to the standard criteria written in Perdes 

Article 19 Number 4 of 2013 concerning the appointment of BUMDes employees 

to carry out management of services by sharing the results of management of 40% 

Village Revenue, 30% BUMDes and 30% for village communities who are 

appointed and appointed as the implementing party for the management of 

parking lots and cleaning the Bluru Kidul village market And during the 

strengthening process at the BUMDes Blukid Jaya Makmur institution, the village 

government of Bluru Kidul did not escape several challenges that had to be faced, 

such as the lack of costs to realize the development of a village market business 

unit and had protests from market traders in Bluru Kidul village because of an 

increase in retribution fees. the cleanliness of the village market that must be paid 

for every day by market traders in Bluru Kidul village. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 
Terciptanya Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang 

desa, merupakan wujud dari keseriusan pemerintah dalam melakukan pemerataan 

pembangunan di Indonesia. Dimana dalam terciptanya Undang-Undang tersebut 

pemerintah pusat memberikan hak otonomi pada desa dalam menjalankan 

pemerintahannya sebagaimana isi dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 

pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat yang 

selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, 

dan/ atau hak tradisioal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia2. 

Adapun maksud dari di berikannya hak otonomi pada desa tersebut  

dimana dalam pelaksanaan penyelenggaraanya, otonomi desa harus benar-benar 

sejalan dengan tujuan dari diberikannya hak tersebut. yang diantarnnya bertujuan 

dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan meningkatkan 

kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional3 hal 

tersebut didasari pada beberapa penjelasan umum tentang bagaimana tujuan dari 

Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut di diciptakan antara 

2 Lalu Sopan, Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia: Struktur Pemerintahan. (Sleman: CV. 

Budi Utama, 2018), Hal. 9. 
3Ibid, Hal. 11 
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lain. Untuk melestarikan dan memajukan adat, tradisi serta budaya masyarakat 

desa, Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa dalam 

mengembangkan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, Memajukan 

perekonomian masyarakat desa, mengatasi kesenjangan pembangunan nasional 

dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan4, dari penjelasan 

tersebut dapat ditarik benang merah bahwa pemerintah pusat memberikan hak 

otonom pada desa, agar desa dapat membangun kemandirian dalam 

mengembangkan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan bersama. 

Dalam hal membangun kemandirian, melalui pengembangan potensi dan 

aset desa untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. maka salah satu yang dapat 

dilakukan oleh desa adalah melakukan kewirausahaan desa, dengan membangun 

unit-unit usaha yang ditempatkan pada suatu badan usaha yang disebut dengan 

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut dengan (BUMDes). BUMDes 

merupakan Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnnya dimiliki 

oleh Desa, melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang 

dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- 

besarnya kesejahteraan masyarakat desa. dalam pendiriannya BUMDes 

berlandasakana pada Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang penjelasan 

atas Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Pasal 132 Angka 1 yang menyebutkan 

bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)5 serta 

Permedes No 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Fungsi 

atau tujuan dari dibentuknnya BUMDes sendiri tercantum dalam Permendes No 4 

4 Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
5 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 penjelasan atas Undang-undang No 6 Tahun 2014 Pasal 

132 Angka 1, diakses 20 mei 2020, www.bkn.go.id 

http://www.bkn.go.id/
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Tahun 2015 Pasal 3 yang mana fungsi dari terbentuknya BUMDes antara lain 

untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam 

pengelolaan potensi ekonomi desa, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan 

dan pemerataan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa 

dan Pendapatan Asli Desa (PADes)6.  

Merujuk pada Pendapatan Asli Desa atau (PADes) merupakan suatu 

bentuk pendapatan yang berasal dari hasil usaha, hasil aset, suwadaya dan 

partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa7. yang mana 

memiliki fungsi untuk dapat memperkuat keuangan desa dalam hal pembangunan 

desa dan pengelolaan desa8, dari penjelasan terkait tujuan terbentuknnya BUMDes 

dan fungsi dari PADes tersebut maka dapat dipahami secara konseptual jika, 

BUMDes dapat dibentuk berdasarkan pada kebijakan dan strategi pengelolaan 

yang tepat dari pemerintah desa sebagai fasilitator, maka penguatan pada lembaga 

BUMDes dapat terbentuk sehingga dapat memberikan pengaruh untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan adannya peningkatan pada 

Pendapatan Asli Desa tersebut maka pembangunan dalam segala sektor pada desa 

dapat dilakukan oleh desa dengan mandiri. 

Sebagaimana Carl Friedrich memandang, kebijakan sebagai suatu arah 

tindakan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu 

lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan serta peluang-peluang 

 

6Peraturan Mentri Desa Nomer 4 Tahun 2015 
7Budiman Sudjadmiko, Desa Kuat Indonesia Hebat: Rumah Suluh, Pusat Studi Pedesaan, 
(Pustaka Yustitia, 2015). Hal 11. 
8Farida Fadmawati, Skripsi “Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Studi Empiris di Desa-Desa 
Kabupaten Wonogiri). (Universitas Muhammadyah Surakarta, 2018), Hal 3 
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terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam 

rangka mencapai suatu tujuan dan/atau merealisasikan suatu sasaran dan maksud 

tertentu9.Dari definisi kebijakan publik tersebut maka dapat di pahami bahwa 

kebijakan publik merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan atau di gunakan 

oleh pemerintah dalam likup tertentu untuk dapat mencapai suatu tujuan tertentu, 

sebagaimana kebijakan yang digunakan oleh pemerintah desa untuk dapat 

menciptakan penguatan pada lembaga BUMDes yang dibentuk agar dapat 

merealisasikan tujuannya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). 

Seperti keberhasilan pemerintah desa Bluru Kidul dalam membentuk dan 

mengelola lembaga Badan Usaha Milik Desa yang dapat memberikan kontribusi 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bluru Kidul, dimana hasil dari 

peningkatan kontribusi tersebut tidak lepas dari bagaimana pemerintah desa 

menciptakan suatu kebijakan dan startegi yang dapat meberikan penguatan pada 

lembaga BUMDes “Blukid Jaya Makmur” yang berada di desa Bluru Kidul 

Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo tersebut, yang sudah dibentuk sejak 

tahun 2013 dengan Unit usaha berupa Pasar Desa, berdasarkan pada data APBDes 

Bluru Kidul di tahun 2019. Unit usaha pasar desa yang dikelola oleh BUMDes 

Blukid Jaya Makmur dapat memberikan kontribusinya sebesar 65% untuk desa 

Bluru Kidul dengan peningkatan kontribusi sebesar 40% dari tahun sebelumnnya, 

dibawah ini merupakan penjabaran dari pendapatan desa Bluru Kidul dari data 

APBDes Bluru Kidul di tahun 2019. 

 

 
 

9 Carl Friedrich dalam Winarno,”Kebijakan Publik (Teori,Proses dan Studi Kasus)”, (Yogyakarta: 
CAPS), 20-21 
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Tabel 1.1 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DESA 

PEMERINTAH DESA BLURUKIDUL 

TAHUN ANGGARAN 2019 

 
 

 
 

KODE 

REK 

 
 

URAIAN 

 

SEMULA 

( 2018 ) 

 

MENJADI 

( 2019 ) 

 
 

BERTAMBAH 

 

atau  

BERKURANG  
 

ANGGARAN 

 
 

ANGGARAN 

1. PENDAPATAN    

4.1. Pendapatan Asli Desa 97.600.000,00 137.600.000,00 40.000.000,00 

4.1.2. Hasil Aset Desa 97.600.000,00 137.600.000,00 40.000.000,00 

1.1.2.01. Pengelolaan Tanah 

 

Kas Desa 

72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 

1.1.2.03. Pasar Desa 25.600.000,00 65.600.000,00 40.000.000,00 

4.2. Pendapatan Transfer 1.909.919.232,02 1.968.919.743,00 59.000.510,98 

4.2.1. Dana Desa 868.944.727,42 868.944.727,00 (0,42) 

1.2.1.01. Dana Desa 868.944.727,42 868.944.727,00 (0,42) 

4.2.2. Bagi Hasil Pajak 

 

dan Retribusi 

527.765.819,80 572.634.147,00 44.868.327,20 

1.2.2.01. Bagi   Hasil   Pajak 

 

dan Retribusi 

527.765.819,80 572.634.147,00 44.868.327,20 
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 Daerah 

 

Kabupaten/Kota 

   

4.2.3. Alokasi Dana Desa 513.208.684,80 527.340.869,00 14.132.184,20 

1.2.3.01. Alokasi Dana Desa 513.208.684,80 527.340.869,00 14.132.184,20 

4.3. Pendapatan Lain-lain 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 

4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 

1.3.6.01. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 

4.3.7. Lain-lain Pendapatan 

 

Desa Yang Sah 

28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 

1.3.7.99. Lain-lain 

Pendapatan Desa 

Yang Sah 

28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 

2. JUMLAH 

 

PENDAPATAN 

2.035.519.232,02 2.134.519.743,00 99.000.510,98 

Sumber: Data APBDes Bluru Kidul Tahun 2019 

 

 

Dari data APBDes di atas dapat dijelaskan bahwa peningkatan pada 

Pendapatan Asli Desa Bluru Kidul di tahun 2019 yang semula sebesar 

Rp.97.600.000 Juta menjadi Rp.137.600.000 Juta, dari hasil peningkatan tersebut 

terdapat hasil dari kontribusi Pasar Desa. yang merupakan Unit usaha yang di 

kelola oleh BUMDes “Blukid Jaya Makmur” dan didalam kontribusinya unit 

usaha pasar desa yang di kelola oleh BUMDes tersebut mampu memberikan 

peningkatan yang semula hanya berkontribusi sebesar Rp.25.600.000 Juta 
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bertambah menjadi Rp.65.600.000 juta yang artinya terdapat penambahan 

kontribusi dari unit usaha pasar yang dikelola BUMDes sebesar Rp.40.000.000 

Juta di tahun 2019. 

Dari hasil data peningkatan Pendapatan Asli Desa Bluru  Kidul 

berdasarkan pada APBDes Bluru Kidul, yang bersumber dari kontribusi Pasar 

Desa yang dikelola oleh BUMDes “Blukid Jaya Makmur” tersebut. Yang 

kemudian menjadi hal menarik bagi peneliti dalam melakukan penelitian dengan 

fokus penelitian pada penguatan yang diciptakan oleh pemerintah desa Bluru 

Kidul melalui kebijakan dan startegi yang dibentuk oleh pemerintah desa Bluru 

Kidul sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan 

BUMDes “Blukid Jaya Makmur” di Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo 

Kabupaten Sidoarjo. 

 
 

B. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka peneliti membuat beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Kebijakan apa yang digunakan oleh pemerintah desa, untuk menciptakan 

penguatan pada lembaga BUMDes Blukid Jaya Makmur ? 

2. Apa startegi yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan 

pengelolaan BUMDes untuk meningkatkan PADes Bluru Kidul ? 

3. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa, selama proses 

penguatan BUMDes dalam meningkatkan PADes Bluru Kidul ? 
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C. Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan penjelasan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian 

ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Kebijakan apa yang digunakan oleh pemerintah desa, 

untuk menciptakan penguatan pada lembaga BUMDes Blukid Jaya 

Makmur 

2. Untuk mengetahui startegi apa yang diterapkan oleh pemerintah desa 

dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes untuk meningkatkan PADes 

Bluru Kidul 

3. Untuk mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemerintah 

Desa Bluru Kidul selama proses penguatan BUMDes dalam 

meningkatkan PADes Bluru Kidul.  

D. Manfaat Penelitian 

 
Hasil dari dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat setidaknya mencakup dua hal, yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

 

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

ilmu pengetahuan bagi peneliti serta dapat melakukan 

pengaplikasian dari ilmu yang didapat selama pelaksanaan 

perkuliah pada permasalahan atau temuan yang ada di masyarakat, 
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sehingga peneliti bisa mendapat suatu pengalaman antara teori 

dengan kenyataan yang ada di lapangan. 

b. Bagi civitas akademika, hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan, 

khususnya pada bidang Ilmu Politik. 

2. Manfaat Praktis 

 

a. Bagi Peneliti 

 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang 

bagaimana kebijakan dan strategi yang di gunakan pemerintah desa 

sebagai fasilitator, untuk dapat menciptakan penguatan pada 

lembaga Badan Usaha Milik Desa “Blukid Jaya Makmur” sehingga 

BUMDes tersebut dapat berkontribusi dalam Meningkatan 

Pendapatan Asli Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten 

Sidoarjo. 

b. Bagi Masyarakat 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru 

untuk masyarakat pada umumnya, mengenai bagaimana 

pentingnya antusiaisme masyrakat dalam pembentukan suatu 

kebijakan dan strategi untuk meciptakan penguatan pada lembaga 

Badan Usaha Milik Desa yang berguna untuk mensejahterakan 

desa sebagaimana harapan dan cita-cita Indonesia dalam wujud 

terbentuknnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tetang desa. 
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Yang bertujuan membentuk desa menjadi desa yang maju dan 

mandiri. 

c. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

 

Untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik peneliti berharap 

penelitian dengan topic ini dapat bermanfaat untuk menambah 

referensi kepustakaan dan dapat digunakan sebagai bahan acuan 

dalam penelitian yang sejenis. 

E. Definisi Konseptual 

 
Dalam sebuah penelitian perlu adanya penarikan batasan untuk menjelaskan 

suatu konsep secara singkat, maka konsep dasar penelitian ini adalah : 

1. Penguatan Badan Usaha Milik Desa 

 

Makna penguatan BUMDes dalam penelitian ini yaitu, kebijakan dan 

startegi yang digunakan atau diterapkan oleh pemerintah desa sebagai 

fasilitator dalam pelaksanaan pembentukan serta pengelolaan BUMDes 

yang mampu memberikan hasil sebagaimana tujuan-tujuan dari 

terbentuknya BUMDes tersebut, menurut David Wijaya (2018: 107) untuk 

dapat menciptakan penguatan kelembagaan ekonomi BUM Desa dan dapat 

mengungkit kebangkitan perekonomian desa sesuai dengan apa yang di cita- 

citakan Indonesia, BUMDes haruslah di bangun berdasarkan 4 ( empat)  

pilar yaitu kekuatan kelembagaan dan modal usaha kolektif masyarakat, 

keterlibatan bermakna masyarakat dalam tata pemerintahan desa, 

penguasaan literasi keuangan usaha, serta pengembangan dan pengelolaan 
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BUMDes yang handal, berikut merupakan penjabaran atas 4 pilar yang 

mendasari terbentuknnya penguatan dalam pendirian BUMDes 

a. Kekuatan kelembagaan dan modal usaha produksi kolektif masyarakat 

desa yang diraih melalui upaya pengorganisasian kelompok 

usaha/produksi masyarakat, pendampingan pada pembentukan dan 

pengelolaan koprasi produksi, penggalangan modal anggota, 

perolehan input teknologi tepat guna, perbaikan akses serta sistem 

pasar, pemanfaatan SDA yang berkelanjutan harus menjadi prisip 

dasar yang digunakan koprasi produksi 

b. Keterlibatan bermakna masyarakat dalam tata pemerintahan desa yang 

terjadi dalam semua siklus tata pemerintahan desa, mulai dari 

penyususnan RPJM Desa, hingga RKP Desa. Masyarakat desa 

mendukung tata pemerintahan desa seperti, proses pemetaan batas 

desa, pemetaan tata guna lahan dan penyususnan peraturan desa. 

Dalam pengembangan BUMDes tidak lepas dari penyususnan rencana 

dan anggaran pembangunan desa. 

c. Penguasaan atas literasi keuangan usaha yang dicapai melalui 

pengembangan panduan, instrument serta perangkat pemahaman 

sederhana yang memandu masyarakat dalam memahami prinsip, 

konsep, tahapan serta proses pengembangan dan pengelolaan unit 

usaha desa. Penguasaan literasi keuangan usaha bukan hanya 

kebutuhan pengurus atau pelaksan BUMDes saja, melainkan juga 

harus menjadi asupan literasi bagi seluruh komponen masyarakat. 
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Musyawarah desa dan ajang pertemuan lainnya bisa digunakan untuk 

membangun pemahaman bersama atas seluk beluk pengelolaan 

keuangan usaha desa. 

d. Pengembangan serta pengelolaan BUMDes yang handal, merupakan 

pilar paling akhir dalam mendukung terbentuknya BUMDes yang 

mampu mewujudkan kesejahteraan desa, dengan menetapkan 

pemilihan jenis BUMDes, jenis kegiatan usaha, struktur organisasi 

sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat desa akan menjadi 

kunci awal pencapaian manfaat sebesar-besarnnya masyarakat dan 

pemerintah desa, kehandalan pengelolaan BUMDes dibangun dimulai 

dari kelengkapan peraturan desa atau AD/ART BUMDes, 

akuntabilitas pengelolaan, serta transparasi pelaporan dan 

pertanggungjawaban.10 

2. Peningkatan Pendapatan Asli Desa 

 

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan 

Asli Desa merupakan suatu bentuk pendapatan yang berasal dari 

kewenangan desa berdasarkan pada hak asal-usul dan kewenangan skala 

local desa, Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya di singkat ( PADes ) 

merupakan pendapatan yang berasal dari hasil usaha desa, hasil asset desa, 

swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa. 

PADes juga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan 

untuk memperkuat keuangan desa dalam pelaksanaan pembangunan desa 

 

10 David Wijaya, “BUM DESA ( Badan Usaha Milik Desa )”, ( Yogyakarta : Gava Media 
),.107- 108 
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dan pengelolaan desa, untuk itu optimalsisasi peningkatan PADes sangatlah 

penting, karena apabila PADes dapat ditingkatkan maka desa akan 

mendaptkan dana untuk melakukan pembangunan desa dan pengelolaan 

desa sehingga tujuan dari pembangunan desa yang mandiri dapat terwujud 

sesuai dengan apa yang di harapkan dalam terbentuknnya Undang-Undang 

No 6 Tahun 2014 tentang desa11, indicator yang dapat meningkatkan 

Pendapatan Asli Desa yaitu pengelolaan aset desa dan pengembangan 

potensi desa yang dilakukan secara optimal dan professional12, dimana aset 

desa dan potensi desa tersebut dapat dikembangkan didalam suatu wadah 

berupa Badan Usaha Milik Desa yang di kelola oleh masyarakat desa  

beserta pemerintah desa berdasarkan pada peraturan-peraturan desa yang 

mengatur jalannya BUMDes yang sudah disepakati oleh masyarakat desa 

dan pemerintah desa beserta jajarannya. 

F. Sistematika Pembahasan 

 

Dalam penelitian ini terbagi kedalam 5 bab yang sebagai rancangan berpikir 

dan mempermudah dalam memaparkan hasil penelitian. Adapun rancangan dari 

pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : Pada bab ini berisikan tentang pendahuluan yang terdiri atas latar 

belakang permasalahan, termasuk juga ada didalamnya tentang 

 

11 Farida Fadmawati, “Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan 
Jumlah Sarana Kesehatan Terhadap Alokasi Dana Belanja Desa Bidang Kesehatan Tahun 2017 
(Studi Empiris di Desa-desa Kab Wonogiri)”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadyah Surakarta., 2018. Hlm 3 
12 Yurika Silvani Natalia, Ni Luh Gede Erni Sulinda Wati. “Pengaruh Profesionalisme 
Pengelolaan Aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa, Dan Pemberdayaan Masyarakat 
Terhadap Pendapatan Asli Desa (Studi Desa Di Kabupaten Tabanan)’’, Ejournal Universitas 

Pendidikan Ganesha,( Vol 7, No.01 Tahun 2017 ) 
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rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II : Pada bab ini berisikan kajian teoristik yang terdiri dari definisi 

konseptual, penelitian terdahulu, kajian pustaka, kerangka teori 

yang hendak digunakan dalam penelitian ini. 

BAB III : Bab ini berisikan tentang metodologi penelitian, menguraikan 

jenis penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, 

pemilihan subjek penelitian, tahapan penelitian, teknik 

pengumpulan dan analisis data dan teknis pemeriksaan 

keabsahan data. 

BAB IV : Pada bab ini berisikan penyajian dan analisis data, dengan 

menguraikan tentang hasil yemuan dan pembahasan dari data 

yang diperoleh pada saat penelitian. 

BAB V : Merupakan bab terakhir yang ada dalam penelitian ini yang 

berisikan simpulan, dan saran untuk kedepannya. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

A. Penelitian Terdahulu 

 
Penelitian ini digali dari beberapa sumber penelitian sebelumnya sebagai 

bahan refrensi dan acuhan dari penelitian yang akan dikembangkan. Berikut 

merupakan hasil penelitian sebelumnya : 

 Tabel 2.1 

PENELITIAN TERDAHULU 

Nama Peneliti Judul Penelitian Pembahasan 

Miranda Dwi F Peran Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Dalam 

mengembangkan Usaha dan 

Ekonomi Melalui Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Karang Sono 

Kecamatan Kanigoro Kabupaten 

Blitar, Skripsi 2019 

BUMDes “Lestari” selain dapat 

memberikan peningkatan pendapatan 

pada desa juga memberi pelayanan pada 

masyarakat, untuk saat ini BUMDes 

“Lestari” memiliki unit usaha berupa 

penyewaan gedung yang paling unggul 

dari unit usaha yang lain. Untuk unit 

usaha berupa penjualan sari buah yang 

dibuat minuman sangat susah dijual 

karena kalah bersaing dengan produk- 

produk yang lain13. 

Rismawati Peranan  Badan  Usaha  Milik Desa 

(BUMDes) Perwitasari Dalam 

Upaya  Meningkatkan 

Peranan  BUMDes  “Perwitasari” dalam 

meningkatkan perekonomian desa 

adalah  seberperan  dalam pembangunan 

 

13Miranda Dwi Fauzi, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengembangkan 
Usaha Dan Ekonomi Mealui Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro 

Kabupaten Blitar” (Tulungagung: Institut Agama Islam Negri Tulungagung,2019), 28 
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 Perekonomian Masyarakat 

Minapolitan Desa Tambaksari 

Kecamatan Rowosari Kabupaten 

Kendal, Skripsi 2018 

dan pengembangan potensi dan 

kemampuan ekonomi masyarakat 

desapada umumnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan sosial, 

disamping itu BUMDes “Perwitasari” 

memiliki peranan sebagai pendorong 

semangat dalam kewirausahaan dengan 

aspek yang lebih luas14. 

Tedi Kusuma Pembentukan dan Pengelolaan 

BUMDes (Badan Usaha Milik 

Desa) Karya Mandiri Sejati (Studi 

Kasus di Desa Sidosari Kec. 

Candipuro Kab. Lampung Selatan), 

Skripsi 2018 

Dalam pembentukannya Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri 

Sejati sejalan dengan mekanisme 

pembentukan BUMDes menurut 

Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 

2014 selain itu BUMDes “Karya 

Mandiri Sejati” Memiliki unit usaha 

berupa percetakan yang mana belum 

bisa memberikan manfaat yang 

signifikan bagi desa sidosari dan 

masyarakat desa sidosari Kecamatan 

Candipuro kabupaten Lampung 

Selatan15 

Munawaroh Analisis Pengembangan Ekonomi 

Masyarakat Melalui Badan Usaha 

Milik Desa (Studi Kasus Desa 

Majasari       Kecamatan      Sliyeng 

Kabupaten     Indramayu,     Skripsi 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

program-program BUMDes Majasari 

yang masih aktif antara lain: simpan 

pinjam,          pengelolaan          sampah, 

peternakan,  usaha  perdagangan  seperti 

 

14Rismawati, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perwitasari Dalam Upaya 
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Minapolitan Desa Tambak Sari Kecamatan Rowosari 

Kabupaten Kendal”, Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Walisongo Semarang, 

2018 
15Tedi Kusuma, “Pembentukan Dan Pengelolaan BUMDes Karya Mandiri Sejati (Studi Kasus 
Desa Sidosari Kecamatan Candipuro Kabupaten. Lampung)”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan 
Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018 
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 2018 PPOB, produk masyarakat dan 

pembuatan cendramata, dalam perannya 

BUMDes majasari dapat dikatakan 

bahwa dengan adanya BUMDes di 

dalam masyarakat maka Desa Majasari 

mampu memberdayakan masyarakat 

dengan diberikan pelatihan-pelatihan 

untuk melatih softskill dan hardskill 

serta mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat serta 

meningkatan ekonomi masyarakat 

walaupun belum signifikan16 

Yeni Fajarwati Implementasi Program Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) Di 

Desa Pagedangan Kecamatan 

Pagedangan Kabupaten Tangerang, 

Skripsi 2016 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

implementasi program BUMDes secara 

umum sudah berjalan dengan baik hal 

tersbut dapat dilhat dari berjalannya 

program-program BUMDes secara baik, 

meskipun dalam perencanaan keuangan 

belum terkelola dengan baik sehingga 

membuat BUMDes belum berjalan 

dengan optimal17. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16Munawaroh, “Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa 
(Studi Kasus Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu)”, Skripsi Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Syraif Hidayatullah Jakarta, 2019 
17Yeni Fajarwati, “Implementasi Program Bdan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa 

Pagedagan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan 
Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2016 
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Didiet 

Dwiyantoro 

Peran Badan Usaha Milik Desa 

Dalam Pemberdayaan Masyarakat 

Pada Desa Agung Jaya Kecamatan 

Lalan Kabupaten Musi Banyu Asin, 

Skripsi 2019 

BUMDesa Jaya Lestari Desa Agung Jaya 

memiliki peran yang strategis dalam 

menggerakkan motor perekonomian di 

pedesaan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinnya yang mana BUMDes Jaya 

Lestari membuka beberapa unit usaha 

yang secara otomatis membuka lapangan 

kerja untuk pemuda-pemuda yang 

memiliki potensi didesa, selain itu 

BUMDes juga membantu 

mengembangkan usaha masyarakat desa 

dengan memberi bantuan pinjaman 

sebagai modal pengembangan usaha 

masayarakat desa18 

Andriani Sari Pengaruh BUMDES Terhadap 

Pengembangan Ekonomi Desa di 

Kecamatan Perbaungan Kabupaten 

serdang Bedagai, Skripsi 2017 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

terdapat perbedaan aebelum dan sesudah 

adannya BUMDes yangdihitung 

berdasarkan pendapatan masyarakat desa 

sebelum dan sesudah adannya BUMDes 

yang       artinny       adannya     BUMDes 

berpengaruh       untuk      pengembangan 

 
 

18 Didiet Dwiyantoro, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)Dalam Pemberdayaan 
Masyarakat Pada Desa Agung Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin”, Skripsi 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, 2019 
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  ekonomi di kecamatan Perbaungan,untuk 

pengelolaan BUMDes sudah dikelola 

dengan baik berdasarkan pada peraturan 

desa demi mensejahterakan masayrakat 

desa di kecamatan Perbaungan19 

Halimatus 

Sakdiah 

Peran Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDesa)  Dalam 

Memberdayakan Ekonomi 

Masyarakat di Desa Liberia 

Kecamatan Teluk Mengkudu 

Kabupaten Serdang Bedagai, 2018 

Peran BUMDes di Desa Liberia ini yaitu 

memberikan bantuan berupa permodalan 

untuk usaha masyarakat desa serta 

memberikan kemudahan dalam 

pengembalian dana peminjaman modal 

yaitu dengan cara menyicil setiap 

bulannya dalam tempo waktu satu tahun, 

fakto penghambat dari berjalannya 

BUMDes ini karena kurangnnya 

partisipasi masyarakat desa Liberia dalam 

pelaksanaan pengelolaan BUMDes di 

Desa Liberia20 

Tri Mayasari Pengembangan Potensi Ekonomi 

Desa  Melalui  Badan  Usaha Milik 

Desa (BUMDes) Untuk 

Dari terbentuknnya BUMDes Bestari 

Adijaya   Sentosa   memberikan   dampak 

positif  untuk   masyarakat   desa Adijaya 

 

19 Andiriani Sari, “Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di 

Kecamatan Perbaungan Kabupaten Kabupaten Serdang Bedagai”, Skripsi Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Sumatra Utara, 2017 
20 Halimatus Sakdiah, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Memberdayakan 

Ekonomi Masyarakat di Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai”, 
Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sumatra Utara Medan 2018 
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 Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat Di Desa Adijaya 

Kecamatan Pekalongan Kabupaten 

Lampung Timur 

seperti adannya peningkatan pendapatan 

masyarakat dari hasil peningkatan 

penjualan pupuk dari kotoran hewan 

ternak, dan dapat membeli pupuk organic 

dengan harga yang murah selain itu desa 

dapat dengan lancar melangsungkan 

pembangunan desa. Namun perlu juga 

adannya pengembangan potensi lain agar 

tidak hanya melakukan pengelolaan 

pupuk saja21 

Puguh 

Budiono 

Implementasi Kebijakan Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) Di 

Bojonegoro (Studi di Desa 

Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu 

Da Desa Kedung Primpen 

Kecamatan Kanor) 

Dalam proses implementasi kebijakan 

BUMDes di desa Ngrininrejo ini banyak 

faktor yang mempengaruhi, salah 

satunnya adannya kepentingan actor 

pelaksana kebijakan yang 

memepengaruhi hasil dari kebijakan 

tersebut baik kepentingan individu 

maupun kelompok, dimana karakteristik 

dari lembaga pemerintahan desa ini 

tergantung  pada  hasil dari implementasi, 

untuk     mendorong     kepatuhan   dalam 

 

21 Tri Mayasari, “Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) Untuk Meningkatakan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Adijaya Kecamatan 
Pekalongan Kabupaten Lampung Timur”, Skripsi Faklutas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut 

Agama Islam Negri (IAIN) Metro, 2019 
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  pelaksanaan kebijakan, pemerintah desa 

Ngringinrejo mengadakan evaluasi serta 

adannya laporan pertanggungjawaban 

yang menjadi acuan dari terlksana atu 

tidaknnya kebijakan yang 

diimplementasikan22 

 

 

 

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah persamaan mengenai objek 

yang di teliti yaitu terkait Badan Usaha Milik Desa yang merupakan suatu 

lembaga ekonomi yang di bentuk dan dikelola oleh pemerintah desa beserta 

masyarakat desa yang dapat mempengaruhi ekonomi masyarakat desa dan 

menambah pendapatan untuk desa. 

Sedangkan pembeda dari penelitian ini yaitu dalam penelitian ini akan 

meneliti tentang “Penguatan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo” 

dimana fokus dalam penelitian ini lebih kepada strategi serta kebijakan yang 

digunakan desa untuk memberikan penguatan pada BUM Desa sehingga mampu 

meningkatakan pengelolaannya dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa 

Bluru Kidul Kecamatan Sidaorjo Kabupaten Sidoarjo di tahun 2019. 

 

 
 

 

 

22 Puguh Budiono, “Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di 
Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedung Primpen 
Kecamatan Kanor) “, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga 2015 
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B. Kajian Pustaka 

 
1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

 
a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

 
Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, Definisi Badan 

Usaha Milik Desa ( BUMDes ) adalah lembaga usaha desa yang di kelola oleh 

masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa 

yang di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa23, menurut Undang- 

Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan pada Bab 1 ketentuan umum 

Pasal 1 Ayat 6 yang mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjtnya 

disebut dengan BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 

modalnnya dimilik oleh desa, yang melalui penyertaan secara langsung yeng 

berasal dari kekayaan desa, yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, 

dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnnya kesejahteraan masyarakat desa24. 

b. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) 

 
Landasan hukum dapat di artikan sebagai peraturan baku yang di gunakan 

untuk tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan- kegiatan 

tertentu. Landasan hukum dalam pembentukan BUMDes sendiri adalah Undang- 

Undang No 6 Tahun 2014 yang tertulis dalam Bab 1 ketentuan umum atas Pasal 1 

Angka 6, kemudian Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 yang terdapat pada 

Padal 132, dan Peraturan Mentri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan 

 
 

23Ibid Hal.12 
24Pasal 1 Ayat 6Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa 
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Transmigrasi No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, 

dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. 

c. Mekanisme Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

 
Mekanisme atau tahapan-tahapan dalam pembentukan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) berdasarkan atas Peraturan Mentri Dalam Negri No 4 Tahun 

2015:  

- Inisiatif, Berdasarkan pada pasal 4 dalam pembentukan BUMDes 

didasari pada inisiatif dari pemerintah desa dan/ atau masyarakat desa 

yang disampaikan secara terbuka melalui musyawarah desa. 

- Pendirian, Berdasarkan pada pasal 5 dalam melakukan pendirian 

BUMDes. disepakati melalui musyawarah desa yang meliputi aspek 

kesesuaian pendrian dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya 

masyarakat, organisasi pengelola, modal usaha seta AD/ART 

- Penetapan, Berdasarkan pada pasal 5 hasil dari musyawarah desa 

menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan 

Desa untuk menetapkan peraturan desa tentang pendirian BUMDes 

d. Tujuan dari terbentuknya BUMDes 

 
Sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Mentri Desa No 4 Tahun 

2015 pada pasal 3 tertulis Pendirian BUM Desa memiliki tujuan antara lain: 

- Meningkatkan perekonomian Desa 

 

- Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa 
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- Meningkatkan  usaha   masyarakat dalam melakukan pengelolaan 

potensi ekonomi desa 

- Mengembangkan perencanaan kerja sama usaha antara desa dan/ atau 

pihak ke 3 

- Membuka lapangan kerja 

 

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui, perbaikan 

pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa 

- Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli 

Desa.25 

BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di 

pedesaan, memiliki beberapa perbedaan yang mana lebih unggul dibandingkan 

lembaga ekonomi lainnya, perbedaan tersebut antara lain: 

- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang 

dimiliki oleh desa yang di kelola secara bersama oleh pemerintah desa 

dan masyarakat desa 

- Modal usaha yang di kelola oleh BUMDes, bersumber dari desa 

sebesar (51%) dan masyarakat desa sebesar (49%) melalui penyertaan 

modal (saham / andil) 

- Dalam mengerakan oprasionalnnya menggunakan falsafah bisnis 

yang berakar dari budaya lokal desa. 

- Bidang usaha yang dijalankan lebih kepada potensi dan hasil 

informasi pasar 

25Peraturan Mentri Desa No 4 Tahun 2015 Pasal 3 
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- Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa. 

- Dalam pelaksanaan oprasionalnnya dikontrol secara intensif dengan 

bersama-sama ( Pemerintah Desa, Badan Pemusyawaratan Desa, 

Anggota BUMDes ) 

e. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan BUMDes 

 
Dalam melangsungkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

memiliki Prinsip-prinsip tersebdiri dalam pengelolaannya yang antara lain: 

- Prinsip Kooperatif, dimana semua yang terlibat dalam pengelolaan 

BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik guna 

pengembangan dan keberlangsungan unit usaha yang dikelolannya 

- Prinsip Partisipatif, dimana semua komponen yang masuk dan/ atau 

terlibat didalam BUMDes harus bersedia secara sukarela dalam 

memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat memberikan 

dorongan pada kemajuan usaha BUMDes, 

- Prinsip Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam 

pengelolaan BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang 

golongan, suku serta agama. 

- Prinsip Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan 

segenap masyarakat umum harus diketahui oleh segenap lapisan 

masyarakat dengan terbuka. 

- Prinsip Akuntabel, semua kegiatan usaha harus bisa di pertanggung 

jawabkan secara teknis maupun administratif. 
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- Prinsip Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan serta 

dilestarikan oleh masyarakat dengan wadah berupa Badan Usaha 

Milik Desa26 

2. Pendapatan Asli Desa 

 
Berdasarka pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa 

mengatakan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang 

berasal dari kewenangan desa yang berdasarkan pada hak asl-usul dan 

kewenangan skala lokal Desa, Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil 

aset, swadaya dan partispasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.27 

Pendapatan Asli Desa menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan 

untuk memperkuat kauangan desa dalam hal pembangunan dan dan pengelolaan 

desa, untuk itu memberikan optimalisasi pada Pendapatan Asli Desa sangatlah 

penting, karena dapat diketahui bahwa apabila Pendapatan Asli Desa dapat di 

tingkatkan maka desa tersebut juga akan mendapatkan dana dalam pengelolaan 

dan pembiayaan pembangunan untuk desa. sehingga desa tersebut dapat menjadi 

desa yang mandiri dalam memenuhi segala kebutuhan pembangunan serta 

fasilitas-fasilitas umum yang di butuhkan oleh desa28 

 
 

 

 

 
 

26Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN), “Panduan dan 

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa”, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian 

Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007. Hal 13 
27Budiman, Sudjatmiko dkk., Desa Kuat Indonesia Hebat: Rumah Suluh, Pusat Studi Pedesaan, 

(Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2014), 11. 
28Farida Fadmawati, “Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan 
Jumlah Sarana Kesehatan Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan Tahun 2017”, 
Universitas Muhammadyah Surakarta, 2018. Hal 3 
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C. Kerangka Teori 

 
Sebelum melaksanakan penelitian, seorang peneliti harus menyusun suatu 

kerangka teori. Kerangka teori disusun sebagai landasan berfikir yang 

menunjukan dari sudut manakah peneliti menyoroti, masalah yang akan di teliti29, 

kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan 

tentang teori-teori yang akan disepakati sebagai landasan penelitian yang akan 

dilakukan. Yang secara umum teori diartikan sebagai konsep abstrak yang 

nantinya berguna untuk mengisyaratkan adanya hubungan, dari konsep- 

konsepyang ada untuk memahami suatu fenomena yang ada, kerlinger memiliki 

pendapat bahwa teori merupakan rangkaian konsep, konstruk, definisi, dan 

proposi untuk menjelaskan sebuah fenomena sosial secara sistematis dan 

mengkonstruksi hubungan antara konsep dan proposi dengan menggunakan 

asumsi dan logika tertentu.30 Adapun kerangka teori yang akan digunakan oleh 

peneliti dalam menjelaskan fenomena yang diangkat dalam penelitian ini 

yaitu,Teori Kebijakan Publik. 

1. Teori Kebijakan Publik 

 
Definisi tentang kebijakan public sangat banyak dikemukakan oleh para 

ahli diantarannya kebijakan public didefinisikan sebagai serangkaian rencana, 

program, aktifitas, aksi, keputusan dan sikap. Untuk bertindak maupun tidak 

bertindak yang dilakukan oleh para pihak atau aktor-aktor, sebagai tahapan untuk 

 

 

 
 

30Efendi Sofian, Metode Penelitian Survei,(Jakarta: LP3ES, 2012) 35 
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penyelesaian masalah yang dihadapi, penetapan kebijakan merupakan suatu faktor 

penting bagi organisasi guna mencapai tujuannya (Iskandar, 2012)31, Selain itu 

suatu kebijakan (Policy) juga diartikan sebagai suatu instrumen didalam 

pemerintahan, tidak hanya dalam arti Goverment saja yang hanya menyangkut 

aparatur Negara. Melainkan jugan berupa Goverment yang menyentuh dalam 

pengelolaan sumberdaya publik. Pada intinya kebijakan diartika sebagai suatu 

keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur 

pengelolaan serta pendistribusian sumberdaya alam, Financial dan manusia guna 

kepentingan publik.32. 

Mengutip dalam (Winarno, 2012:20) Carl Friedrich memandang 

kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang kelompok 

atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan- 

hambatan serta peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk 

menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan dan/atau 

merealisasikan suatu sasaran dan maksud tertentu33.  

Dengan demikian kebijakan publik, dapat dinyatakan sebagai usaha untuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah 

dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dengan tahap waktu tertentu, 

kebijakan pada umumnnya bersifat mendasar. Karena kebijakan hanya 

menggariskan pedoman umum sebagai landasan dalam melakukan tindakan dan 

 

31Abdullah Ramdhani, “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik”, Jurnal Publik, ISSN: 
1412-7083,. 2 
32Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, (Bandung. CV : Alfabeta, 2008), 3 
33Carl Friedrich dalam Winarno,”Kebijakan Publik (Teori,Proses dan Studi Kasus)”, (Yogyakarta: 

CAPS), 20-21 
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usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan34, dan kebijakan publik dapat berasal 

dari seseorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat seragkaian program, 

aktivitas, dan tindakan dengan tujuan tertentu, dalam kebijakan ini diikuti dan 

dilaksanakan oleh para pelaku Stakeholders, dalam rangka memecahkan suatu 

permasalahan atau mencapai suatu tujuan tertentu. 

Dari uraian tentang teori kebijakan publik di atas maka dapat di pahami 

bahwa kebijakan dibentuk dalam rangka memecahakan suatu masalah ataupun 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sebagaimana kebijakan yang tepat dalam 

pembentukan hingga pengelolaan BUMDes yang mana menjadi suatu landasan 

yang penting untuk dapat mewujudkan harapan-harapan dari  dibentuknya 

lembaga ekonomi BUMDes, yang salah satunnya agar lembaga Badan Usaha 

Milik Desa mampu memberika peningkatakan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan 

mewujudkan pembangunan desa yang mandiri. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
34Ibid, Hal 2 
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Kebijakan dan Strategi 

Penguatan Badan Usaha Milik 

Desa “Blukid Jaya Makmur” 

Peningkatan Pendapatan Asli 

Desa “Bluru Kidul” 

Di analisis menggunakan Teori 

Kebijakan Publik Carl 

Friedrich 

 

 

Bagan 2.1 

KERANGKA BERFIKIR 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
 

A. Pendekatan Penelitian 

 

Dalam suatu bentuk karya ilmiah perlu dipahami terlebih dahulu terkait metode 

penelitian, maksud dari dipahaminya metode penelitian yaitu untuk mengetahui 

dan memahami tentang langkah-langkah secara sistematik tentang apa saja yang 

akan dilakukan berkenaan dengan pencarian sumber data yang akan dilakukan 

dalam suatu penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif 

deskriptif, menurut Bogdan dan Taylor, yang dikutip dalam buku Lexy J. 

Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

suatu bentuk fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnnya 

prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik atau dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai model alamiah35. 

Menurut Bogdam dan Taylor penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang- 

orang dan prilaku yang diamatinnya36, dalam pendekatan ini secara utuh 

berpengaruh pada informan, tentang bagaimana mendeskripsikan fenomena nyata 

yang berkaitan dengan “Penguatan Badan Usaha Milik Desa Dalam 

 

35Lexy, J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000) 
3. 
36Ibid, Hal. 17. 
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Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten 

Sidoarjo” 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini berlokasi di Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo 

Kabupaten Sidoarjo, Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo ini merupakan salah 

satu Desa yang dimana letaknya kurang lebih 1,5 kilometer dari alun-alun 

Sidoarjo, Desa Bluru Kidul memiliki luas 260.817 

Alasan menjadikan Desa Bluru Kidul sebagai lokasi penelitian karena 

Desa Bluru Kidul merupakan salah satau desa yang memiliki Badan Usaha Milik 

Desa yang cukup maju, hal tersebut terbukti dari keluarnya APBDes di tahun 

2019 yang menunjukan angka kenaikan dalam Pendapatan Asli Desa yang berasal 

dari Unit Usaha Pasar Desa yang di kelola oleh BUMDes “Blukid Jaya Makmur”, 

berdasarkan pada hal tersebut menjadi menarik untuk di teliti karena dalam 

keberhasilan BUMDes sendiri tidak lepas dari strategi serta kebijakan yang 

ditetapkan dalam musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa beserta 

masyarakat desa setempat, sebagai landasan dalam pembentukan serta 

pengelolaan BUMDes yang berguna untuk mendorong BUMDes menjadi salah 

satu lembaga ekonomi yang memberikan peningkatan perekonomi desa. 

Dalam melangsungkan penelitian ini akan berlangsung kurang lebih 3 Bulan, 

terhitung sejak Bulan Febuari 2020 sampai dengan April 2020. 
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C. Pemilihan Subjek Penelitian 

 
Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah kepala desa Bluru Kidul, 

pengelola Badan Usaha Milik Desa “Blukid Jaya Makmur” dan masyarakat desa 

Bluru Kidul. dengan menggunakan teknik Purposive Sampling, sesuai dengan 

data yang dibutuhkan. Maknannya, yang menjadi subjek dalam penelitian ini 

merupakan orang yang benar-benar paham dan mengetahui kondisi inernal 

maupun eksternal, teknik Purposive Sampling, membutuhkan pertimbangan 

tertentu misalnnya, orang tersebut dianggap mengerti atau tahu tentang apa yang 

hendak kita teliti37. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yakni : 

Tabel 3.1 

 
DAFTAR NAMA INFORMAN PENELITIAN 

 
 

No. Nama Profesi 

1. Tri Prasetiyono, S.H Kepala Desa Bluru Kidul 

2. AL Irianto S.H Badan Pemusyawaratan Desa 

3. Hery Susanto, S.H Direksi BUMDes 

4. Hari Madryanto Sekertaris BUMDes 

5. Aprilia Puspasari Pangestuti Bendahara BUMDes 

6. Ibu Inayah Salah satu masyarakat yang berdagang di pasar 

 

desa Bluru Kidul yang dikelola BUMDes 

7. Bapak Yahya Pengelola Parkir dan Kebersihan Pasar Desa 

 

37Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D,.( Bandung : Alvabeta, 2014) 
29 
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D. Tahapan Penlitian 

 
Dalam melakukan sebuah penelitian dibutuhkan beberapa tahapan – 

tahapan, menurut Lexy J. Moleong, tahapan penelitian dibagi kedalam 4 tahapan 

yang terdiri dari :38 

1. Tahap Pra Penelitian 

 

Pada tahapan ini yang dilakukan ialah menentukan fokus 

penelitian, penyesuaian teori, melakukan konsultasi terkait fokus 

penelitian dengan dosen, membuat proposal penelitian, pengurusan 

izin penelitian serta hal – hal lain yang dibutuhkan pada saat 

penelitian. 

2. Tahap Penelitian 

 

Pada tahap ini peneliti turun ke lapangan untuk mengumpulkan 

bahan – bahan yang berkaitan dengan fokus penelitian. 

3. Tahap Analisis Data 

 

Setelah mengumpulkan dan mendapatkan data dari lapangan, hasil 

yang diperoleh dianalisis secara mendalam kemudian melakukan 

penafsiran dengan konteks permasalahan yang sedang diteliti lalu data 

tersebut dilakukan cek keabsahan data sehingga data yang diperoleh 

benar – benar valid. 

4. Tahap Penulisan Laporan 

 

Penulisan laporan merupakan penyusunan hasil dari penelitian 

yang telah dilakukan dari pra peneliti an, penelitian, analisis data. Pada 

38Lexy. J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991) ,. 22 
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tahap ini diperlukan konsultasi dengan dosen dengan tujuan agar apa 

yang diteliti dapat menjadi sebuah karya ilmiyah yang maksimal. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 
Teknik pengumpulan data akan berdampak pada hasil dari penelitian. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan 

settingnya.39Jika disesuaikan dengan sumbernya, maka dalam penelitian ini 

menggunakan sumber primer yang didapatkan langsung dari informan. Teknik 

dalam penelitian ini dijelaskan sebagaimana berikut : 

1. Observasi 

 
Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan terkait 

suatu kondisi, keadaan maupun situasi yang sedang berkembang di 

lapangan. Yang menjadi sasaran observasi adalah aktor, tempat 

kejadian, waktu dan peristiwa. Guna menghimpun data dengan 

menggunakan observasi maka peneliti mencoba untuk mengamati 

perilaku dan proses kerja serta fenomena yang terjadi di lapangan.40 

Dalam suatu penelitian peneliti terlibat dalam kegiatan aktor yang 

sedang diamati, atau sebagai sumber penelitian.41 

Untuk memperoleh data, maka peneliti melakukan observasi 

langsung ke Desa Bluru Kidul guna mengamati langsung kebijakan dan 

 

 

 
 

39Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif R & D (Bandung : Alvabeta, 2014) ., 137. 
40Ibid, hal 138 
41Ibid, hal. 64 
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startegi apa yang digunakan dalam pengelolaan BUMDes Blukid Jaya 

Makmur. 

2. Interview / Wawancara 

 

Wawancara merupakan proses untuk menggali informasi terkait 

permasalahan yang akan diteliti kepada informan, dengan 

menggunakan metode face to face untuk bisa mendengarkan, 

mengamati dan memahami keterangan yang diberikan oleh pihak yang 

menjadi subjek penelitian. Demi mendukung wawancara peneliti 

menggunakan alat bantu voice recorder untuk merekam hasil 

wawancara. Sedangkan informan yang dipilih adalah tokoh atau orang 

yang mempunyai informasi mendalam terkait dengan Kebijakan, 

Pengelolaan dan Strategi yang di gunakan dalam penguatan Badan 

Usaha Milik Desa “Blukid Jaya Makmur” di desa Bluru Kidul. 

3. Dokumentasi 

 

Dokumentasi erat kaitannya dengan dokumen atau data yang 

diperoleh untuk menjawab permasalahan penelitian yang akan dicari 

dalam dokumen maupun dari bahan pustaka.42 

F. Teknik Analisis Data 

 
Teknik analisis data dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan 

model interaktif Miles dan Huberman, adapun penjelasan dari teknik analisis ini 

dijabarkan sebagai berikut : 

 

 
 

42Rianto Adi, 2014. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit). 61 
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1. Reduksi Data (Data Reduction) 

 
Yang disebut dengan mereduksi data adalah merangkum ataupun 

memilih hal-hal yang dianggap penting. Dengan begitu data yang 

direduksi akan memberikan sebuah gambaran yang jelas dan dapat 

mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya bila 

diperlukan. Dalam reduksi data, peneliti akan dipandu oleh tujuan yang 

akan dicapai oleh peneliti tersebut. Yang menjadi tujuan dari penelitian 

kualitatif yakni temuan. Jadi, apabila peneliti menemukan sesuatu yang 

dianggap asing, atau tidak dikenali sebelumnya, tidak mempunyai pola 

maka itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan 

reduksi data.43 

2. Penyajian Data (Data Display) 

 
Yang disebut dengan penyajian data yakni sekumpulan informasi 

yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan 

simpulan dan berujung pada pengambilan tindakan. Dengan 

mencermati penyajian data maka dengan mudah dapat dipahami dan 

apa yang harus dilakukan. Maksudnya adalah mencoba untuk 

mengambil tindakan dengan memperdalam hasil temuan tersebut. Hal 

tersebut akan memudahkan peneliti melihat gambaran dan bagian 

tertentu dari data penelitian sehingga dapat ditarik sebuah simpulan.44 

 

 

43Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. (Bandung : Alvabeta)., 

247-249 
44Ibid, hal. 90 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

38  

 

 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing / Verification) 

 
Langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan pada 

bagian awal merupakan kesimpulan yang bersifat sementara artinya, 

simpulan dapat berubah apabila ditemukan bukti yang kuat dan 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila 

kesimpulan diawal sudah didukung oleh data yang valid dan konsisten 

maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang bersifat 

kredibel.45 

G. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data 

 

1. Meningkatkan Ketekunan 

 

Meningkatkan ketekunan artinya melakukan penelitian secara 

lebih cermat dan berkesinambungan dengan cara membaca refrensi 

yang berasal dari buku, jurnal, skripsi, penelitian terdahulu atau 

dokumen lain yang relevan dengan penelitian. 

Dalam hal peningkatan ketekunan dalam penelitian ini, peneliti 

mencoba lebih dalam lagi menggali informasi kepada narasumber, 

menambah dan memperdalam sumber refrensi dan literatur yang 

berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan, selain itu peneliti juga menguraikan kesesuaian 

dokumen pendukung dengan realita yang ada di lapangan. 

 

 
 

45 Ibid,. 252 
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2. Triangulasi 

 

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang telah ada. Apabila peneliti melakukan pengumpulan 

data dengan teknik triangulasi maka sebanarnya peneliti 

mengumpulkan data dan sekaligus juga menguji kredibilitas data 

dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber 

data.46 

Triangulasi sendiri adalah sebuah metode sintesa data terhadap 

kebenaran dengan menggunakan metode pengumpulan data lain. 

Dengan menggunakan triangulasi maka akan memberikan sebuah 

keyakinan terhadap peneliti tentang keabsahaan data sehingga peneliti 

merasa tidak ragu dalam mengambil sebuah simpulan mengenai 

penelitian yang dilakukan.47 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

46Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D. (Bandung : Alvabeta, 2014) . 241 
47Bacthiar, Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Jurnal 

Teknologi Pendidikan10,. no. 1 (2010): 3. 
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BAB IV 

 
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 
A. Setting / Lokasi Penelitian 

 

1. Gambaran Umum Desa Bluru Kidul 

 

Gambar 4.1 

 
PETA DESA BLURU KIDUL 

 

Sumber : Dokumentasi Desa Bluru Kidul 

 

 
Secara geografi Desa Bluru Kidul merupakan salah satu desa yang 

letaknnya berada pada Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, dimana 

keberadaannya kurang lebih 1,5 Kilometer dari alun-alun kota Sidoarjo, dengan 

luas wilayah 260.817 Km2, dengan batasan wilayah antara lain : 

- Sebelah Utara : Desa Kemiri 
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- Sebelah Selatan : Desa Rangkah Kidul dan Kelurahan Pucang Anom 

 

- Sebelah Barat : Kelurahan Sidokelumpuk dan Kelurahan Pucang 

 

- Sebelah Timur : Desa Rangkah Kidul 

 
Secara Topografi Desa Bluru Kidul merupakan salah satu desa dengan 

wilayah berkategori dataran rendah.  

2. Visi dan Misi Desa Bluru Kidul 

 
Visi - Misi Desa Bluru Kidul ini dirumuskan dan ditetapkan 

berdasarkan Visi – Misi Kepala Desa Terpilih dengan mempertimbangkan 

komitmen bersama dari berbagai unsur masyarakat desa. Visi-Misi desa 

ini ditetapkan dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal desa 

serta potensi dan permasalahan yang ada. Juga mempertimbangkan 

berbagai kekuatan dan kesempatan yang ada dan memungkinkan untuk 

dikembangkan,serta kelemahan dan ancaman yang diupayakan secara 

maksimal untuk diatasi. 

Visi Desa Bluru Kidul secara optimis akan bisa dicapai karena semua 

masyarakat memahami dan menjalankan program pembangunan desa 

secara gotong-royong. Juga kerjasama serta dukungan dari semua pihak 

yang di kembangkan dengan cara yang partisipatif,transparan, demokratis, 

adil dan bertanggung jawab, agar dapat mencapai hasil yang maksimal dan 

berdasar pada kebutuhan masyarakat. 
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a. Visi Desa Bluru Kidul 

 

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA BLURU KIDUL YANG 

MAJU, MANDIRI, MAKMUR DAN SEJAHTERA”. 

MAJU 

 

Pembangunan di Desa Bluru Kidul harus mampu mendukung masyarakat 

untuk dapat lebih maju dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang 

ada.  

MANDIRI 

 

Bahwa pembangunan manusia menjadi prioritas utama pembangunan di 

desa Bluru Kidul menuju terwujudnya masyarakat mandiri yang dapat 

menyelesaikan masalah sendiri serta mampu mencukupi kebutuhan sendiri 

dengan tidak bergantung pada orang lain. 

MAKMUR DAN SEJAHTERA 

 
Kesejahteraan memuat segala aspek kebutuhan manusia, maka perlu 

peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan melalui berbagai hal, dan 

dengan konsep membangun bersama masyarakat maka kemakmuran dan 

kesejahteraan akan lebih cepat tercapai, karena masyarakat sendiri yang 

akan merumuskan dan menentukan kesejahteraannya. Karena itu 

masyarakat harus bekerja keras guna mencapai kemakmuran dan 

kesejahteraan itu sendiri. 
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b. Misi Desa Bluru Kidul 

 

Untuk mewujudkan visinya, masyarakat Desa Bluru Kidul menetapkan 

misinya sebagai berikut : 

- Menciptakan Masyarakat yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia dan memiliki ciri khas budaya/tradisional yang 

dapat memberi nilai tambah pada kehidupan dan kemasyarakatan. 

- Menyelenggarakan pembangunan baik fisik maupun mental spiritual 

 

- Mengoptimalkan potensi desa terutama dalam pengelolaan aset desa 

 

- Meningkatkan sumber daya masyarakat khususnya dibidang ekonomi 

melalui pemberdayaan, pembinaan dan pelatihan 

3. Demografi Desa Bluru Kidul 

 

a. Data demografi desa Bluru Kidul berdasarkan pada struktur usia 

penduduk desa Bluru Kidul 

Dengan jumlah kartu keluarga sebanyak 7.564, dibawah ini merupakan 

penjabaran dari jumlah penduduk desa Bluru Kidul sesuai dengan struktur usia 

penduduk desa Bluru Kidul : 

Tabel 4.1 

 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia di Desa Bluru Kidul 

 
 

No Usia Keterangan Jumlah (Jiwa) 

1 < 1 Tahun Bayi 1.012 

2 1 – 4 Tahun Balita 825 
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3 5 – 14 Tahun Remaja 932 

4 15 – 39 Tahun Dewasa 1 4.286 

5 40 – 64 Tahun Dewasa 2 11.454 

6 65 Tahun Ke Atas Lansia 231 

Jumlah Total Keseluruhan Penduduk Desa Bluru Kidul 18.740 

Sumber : Data Administrasi Pemerintahan Desa Bluru Kidul Tahun 2019 

 
Dari data di atas terlihat bahwa penduduk dengan masa produktif di usia 

15-39 Tahun pada Desa Bluru Kidul mencapai 4.286 jiwa jika di prosentasekan 

dapat mencapai 40% dari jumlah keseluruhan masyarakat Desa Bluru Kidul hal 

tersebut dapat menjadi salah satu modal penting bagi ketersediaan tenaga kerja 

produktif sebagai Sumber Daya manusia di desa Bluru Kidul. 

b. Data Demografi Penduduk Desa Bluru Kidul Berdasarkan Pada 

Jenis Pekerjaan 

Ada beberapa macam profesi atau jenis pekerjaan yang di jalani oleh 

masyarakat Desa Bluru Kidul sebagai mata pencahariannya tabel di bawah ini 

merupakan penjabaran dari jenis pekerjaan yang dijalani oleh masyarakat desa 

Bluru Kidul sesuai dengan jenis kelamin dan jenis pekerjaan yang para penduduk 

kerjakan sebagai mata pencaharian sehari-hari. 
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Tabel 4.2 

 

Pekerjaan Masyarakat Desa Bluru Kidul 

 
No Jenis Pekerjaan Jenis Kelamin Jumlah ( Jiwa ) 

 
1 

 
Petani 

 
Petani Laki-Laki 

 
11 

 
Petani Perempuan 

 
0 

 
2 

 
Nelayan 

 
Nelayan Laki-Laki 

 
23 

 
Nelayan Perempuan 

 
0 

 
3 

 
Buruh Tani / 

Buruh Nelayan 

 
Buruh Tani / Nelayan Laki-laki 

 
83 

 
Buruh Tani / Nelayan Perempuan 

 
0 

 
4 

 
Buruh Pabrik 

 
Buruh Pabrik Laki-laki 

 
2.935 

 
Buruh Pabrik Perempuan 

 
2.401 

 
5 

 
PNS 

 
PNS Laki-laki 

 
796 

 
PNS Perempuan 

 
670 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

46  

 

 
 

 
6 

 
Pegawai Swasta 

 
Pegawai Swasta Laki-laki 

 
293 

 
Pegawai Swasta Perempuan 

 
293 

 
7 

 
Wiraswasta / 

Pedagang 

 
Wiraswasta / Pedagang Laki-laki 

 
845 

 
Wiraswasta / Pedagang 

Perempuan 

 
1034 

Sumber : Data Administrasi Pemerintahan Desa Bluru Kidul Tahun 2019 

 
Dapat dilihat dari tabel di atas, bahwa Mata pencaharian atau pekerjaan 

masyarakat Desa Bluru Kidul sebagai buruh pabrik hampir mendominasi jumlah 

penduduk dengan profesi pekerjaaan yang lainnya. Hal tersebut berdasarkan 

angka pekerjaan masyarakat Desa Bluru Kidul sebagai Buruh Pabrik mencapai 

total 5.336 jiwa, tidak menutup kemungkinan hal tersebut di karenakan Sidoarjo 

merupakan salah satu Kabupaten dengan jumlah pabrik perindustrian yang cukup 

banyak di Provinsi Jawa Timur. Selain itu jumlah penduduk yang lebih memilih 

untuk Berwiraswasta atau berdagang juga cukup banyak dengan jumlah 

keseluruhan mencapai 1.879 jiwa, sedangkan untuk profesi sebagai petani, 

nelayan atau buruh dari petani dan nelayan sangat sedikit bahkan hampir tidak ada 

di Desa Bluru Kidul. Dimana jumlah petani hanya sebanyak 11 jiwa dan Nelayan 

hanya sebanyak 23 jiwa, sedangkan untuk Buruh tani atau nelayan sebanyak 83 
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jiwa. Dari data tersebut menunjukan bahwa Desa Bluru Kidul merupakan salah 

satu desa dengan kondisi masyarakat yang maju dan tercukupi. 

4. Ketersediaan Lembaga Ekonomi Di Desa Bluru Kidul 

 
Tersediannya lembaga ekonomi di desa merupakan hal yang penting guna 

meningkatkan pendapatan untuk desa dan membantu membuka lapangan 

pekerjaan untuk masyarakat desa, karena dari terbentuknnya lembaga ekonomi 

tersebut diharapkan dapat menopang dan mengembangkan potensi yang dimiliki 

desa serta dapat memberikan bantuan berupa lapangan kerja baru untuk 

masyarakat desa yang mungkin sangat membutuhkan pekerjaan untuk menunjang 

kehidupannya berikut ini merupakan jumlah lembaga ekonomi yang dimiliki oleh 

desa Bluru Kidul : 

Tabel 4.3 

 
Lembaga Ekonomi Desa Bluru Kidul 

 
 

1 Jumlah Koperasi di Desa yang aktif beroperasi 1 unit 

2 Terdapat BUMDesa 1 unit 

3 Pelayanan Umum 0 

4 Jasa Penyewaan 0 

5 Broker / usaha perantara 0 

6 Perdagangan / pabrik / trading 0 

7 Usaha bersama / holding 0 

8 Bisnis keuangan / finansial 1 unit 

Sumber : Data Administrasi Pemerintahan Desa Bluru Kidul Tahun 2019 
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Dari data tabel di atas menunjukan bahwa desa Bluru Kidul memiliki 

beberapa lembaga ekonomi yang mana diantarannya, koperasi yang berjumlah 1 

Unit, BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebanyak 1 Unit dan Bisnis Keuangan 

finansial sebanyak 1 Unit. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Desa Bluru 

merupakan salah satu desa berkembang yang mana sudah membangun dan 

menjalankan beberapa lembaga ekonomi yang dapat membantu dalam 

meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa seperti terbentuknnya 

lembaga ekonomi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Yang dapat membantu 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan membuka lapangan kerja baru 

untuk masyarakat desa Bluru Kidul yang membutuhkan untuk menunjang 

kehidupannya. 

B. Deskripsi Badan Usaha Milik Desa Bluru Kidul 

 
Organisasi ekonomi atau lembaga ekonomi pedesaan merupakan bagian 

penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka memberikan penguatan 

pada ekonomi pedesaan, untuk itu diperlukan upaya yang sistematis guna 

mendorong lembaga ekonomi ini agar mampu mengelola aset ekonomi secara 

strategis di desa sekaligus dapat memberikan pengaruh dalam mengembangkan 

jaringan ekonomi untuk meningkatkan daya saing ekonomi di pedesaan. 

BUMDes ( Badan Usaha Milik Desa ) merupakan lembaga yang penting 

untuk dibentuk sebagai lembaga yang dapat mendayagunaan ekonomi lokal 

dengan berbagai ragam dan jenis potensi yang dimiliki oleh desa, pendayagunaan 

potensi ini terutama bertujuan untuk dapat memberikan peningkatan pada 
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Pendapatan Asli Desa ( PADes ) yang mana jika peningkatan ini dapat diraih 

maka pembangunan desa dalam segala sektor dapat dilakukan dengan mandiri dan 

dapat memeberikan pengaruh pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara 

optimal. Sebagaimana harapan dari di bentuknya BUMDes “Blukid Jaya 

Makmur”, BUMDes yang terdapat di desa Bluru Kidul tersebut di bentuk sejak 

tahun 2013 berdasarkan pada Perdes No 04 Tahun 2013 tentang Pembentukan 

Badan Usaha Milik Desa “Blukid Jaya Makmur”, maksud serta tujuan dari 

dibentuknya BUMDes “Blukid Jaya Makmur” ini sebagaimana dalam AD / ART 

BUMDes “Blukid Jaya Makmur” Pasal 2 Perdes No 04 Tahun 2013 yang berisi : 

Maksud dari pembentukan BUMDes “Blukid Jaya Makmur” di Desa Bluru Kidul 

ini adalah untuk mewadahi potensi-potensi usaha perekonomian masyarakat yang 

ada di Desa Bluru Kidul 

1. Tujuan BUMDes “Blukid Jaya Makmur” di Desa Bluru Kidul 

 

Untuk meningkatkan perekonomian desa Bluru Kidul, Meningkatkan 

Pendapatan Asli Desa Bluru Kidul, meningkatakan pengelolaan potensi yang 

dimiliki desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Bluru Kidul, Menjadi 

Tulang Punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa Bluru Kidul. 

2. Visi dan Misi BUMDes Blukid Jaya Makmur 

 

a. Visi BUMDes Blukid Jaya Makmur 

 

Visi dari BUMDes Blukid Jaya Makmur adalah mewujudka Desa 

Bluru Kidul sebagai Desa yang Mandiri, Sejahtera, dan 

Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong. 

b. Misi BUMDes Blukid Jaya Makmur 
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 Meningkatkan ekonomi masyarakat dan Desa Bluru Kidul 

 

 Menjadi fasilitator kegiatan perekonomian masyrakat Desa Bluru 

Kidul 

 Menggali potensi desa untuk didayagunakan sebesar-besarnya bagi 

kemanfaatan masyarakat Desa Bluru Kidul. 

3. Unit Usaha 

 
Untuk Unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Blukid Jaya Makmur yaitu 

Unit usaha berupa pasar desa Bluru Kidul , dalam pembangunan unit usaha pasar 

desa yang di kelola oleh BUMDes “Blukid Jaya Makmur” tersebut dibangun 

berdasarkan kerjasama pemanfaatan aset desa bersama pihak ke 3 berdasarkan 

pada Nota kesepahaman ( MOU ) yang di keluarkan dan di tanda tangani pada 06 

Januari 2014. 

4. Struktur Organisasi Pengurus BUMDes Blukid Jaya Makmur Tahun 

2018 

Berdasarkan atas AD/ART pembentukan BUMDes Blukid Jaya Makmur, 

Organisasi pengelola BUMDes Blukid Jaya Makmur di bentuk berdasarkan 

musyawarah desa yang sudah disepakati bersama oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan dan masyarakat desa. Berikut merupakan bagan struktur organisasi 

pengurus BUMDes Blukid Jaya Makmur di Desa Bluru Kidul sesuai dengan 

peraturan Desa Bluru Kidul Nomer 25 Tahun 2018 Tentang Penentapan Jabatan 

Pengurus Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Desa Bluru Kidul. 
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DEWAN PENGAWAS 

1. AL IRIANTO S.H 

2. Drs, SUDIBYO, 

DEWAN KOMISARIS 

TRI PRASETYO, S.H 

( Selaku Kepala Desa ) 

BENDAHARA 

APRILIA PUSPASARI PANGESTUTI 

 

 

Bagan 4.1 

 
Struktur Organisasi BUMDes Blukid Jaya Makmur Tahun 2018 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
Sumber: Peraturan Desa Bluru Kidul Nomer 25 Tahun 2018 Tentang Penentapan 

Jabatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Desa Bluru Kidul 

DIREKSI 

Direktur Y. HERY SUSANTO, SH 

SEKERTARIS 

HARI MADRIYANTO 

UNIT USAHA 

PASAR DESA BLURU KIDUL 
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Penjelasan terkait tugas dan wewenang pengurus BUMDes Blukid Jaya 

Makmur sesuai dengan AD/ART Badan Usaha Milik Desa Blukid Jaya Makmur 

No 4 Tahun 2013. 

a. Pengurus BUMDes Blukid Jaya Makmur Desa Bluru Kidul terdiri atas : 

 

 Penasihat, Untuk Penasihat BUMDes secara ex-officio dijabat oleh 

petinggi desa atau Kepala Desa Bluru Kidul. 

 Badan Pengawas, Untuk Badan Pengawas BUMDes diangkat dari 

tokoh masyarakat oleh Kepala Desa atas pertimbangan dari BPD ( 

Badan Pengawas Desa ) 

 Pelaksana Oprasional, untuk Pelaksana Oprasional BUMDes diangkat 

oleh Kepala Desa atas persetujuan dari BPD ( Badan Pengawas Desa ) 

b. Untuk pelaksana Oprasional terdiri atas : 

 

 Direksi ; 

 

 Sekertaris ; dan 

 

 Bendahara. 

 
Dalam melaksanakan Oprasional BUMDes “Blukid Jaya Makmur”di Desa 

Bluru Kidul, Pelaksanaan Oprasional dibantu oleh pegawai sesuai dengan 

kebutuhan BUMDes. 

Berdasarkan pada AD/ART BUMDes “Blukid Jaya Makmur” Direksi 

sebagai Kepala Oprasional BUMDes “Blukid Jaya Makmur” memiliki beberapa 

tugas serta wewenang berikut merupakan tugas dan wewenang Direksi BUMDes 

“Blukid Jaya Makmur” : 
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c. Tugas Direksi BUMDes “Blukid Jaya Makmur” 

 

 Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasn pada 

seluruh kegiatan Oprasional BUMDes ; 

 Membina pegawai dalam pelaksanaan Oprasional ; 

 

 Mengurus dan mengelola seluruh kekayaan BUMDes ; 

 

 Menyelenggarakan administrasi umum dan keuanagan BUMDes ; 

 

 Menyusun rencana strategis usaha 5 tahunan yang disahkan oleh 

petinggi melalui usul Badan Pengawas ; 

 Menyusun dan menyampaikan Rencana Usaha dan Anggaran 

Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis 

Usaha kepada Petinggi atau Kepala Desa melalui Badan Pengawas ; 

dan 

 Menyusun dan Menyampaikan laporan seluruh kegiatan BUMDes. 
 

d. Wewenang Direksi BUMDes “Blukid Jaya Makmur” 

 

 Mengangkat dan memberhentikan pegawai pelaksana Oprasional 

berdasarka pada AD dan ART ;  

 Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMDes dengan 

persetujuan Badan Pengawas ; 

 Mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan ; 

 

 Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili 

BUMDes ; 

 Menandatangani laporan Triwulan dan laporan tahunan ; 
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 Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik BUMDes 

berdasarkan persetujuan dari Kepala Desa dan atas pertimbangan 

Badan Pengawas ; dan 

 Melakukan ikatan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain. 

 
Sekertaris memiliki tugas dan wewenang sebagaimana AD dan ART 

BUMDes “Blukid Jaya Makmur” Berikut merupakan tugas dan wewenang dari 

sekertaris BUMDes “Blukid Jaya Makmur : 

e. Sekertaris BUMDes memiliki tugas sebagai berikut : 

 

 Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran ; 

 

 Mengusahakan kelangkapan organisasi ; 
 

 Memimpin dan mengarahkan tugas-tugas pegawai ; 

 

 Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan 

Badan Pengawas ; 

 Menyusun rencana program kerja organisasi ; 
 

f. Sekertaris dalam melaksanakan tugas juga memiliki beberapa 

wewenang yang anatar lain ; 

 Mengambil keputusan dibidang keseketariatan ; 

 

 Menandatangani surat – surat ; 

 

 Menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi BUMDes ; dan 

 

 Penatausahaan perkantoran. 
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Bendahara BUMDes dalam menjalankan pekerjaannya sebagai Bendahara 

memiliki beberapa Tugas serta Wewenang yang di atur dalam AD dan ART 

BUMDes “Blukid Jaya Makmur” brikut merupakan Tugas serta wewenang 

Bendahara BUMDes “Blukid Jaya Makmur” : 

g. Bendahara memiliki tugas : 

 

 Melaksanakan pembukuan keuangan ; 

 

 Menyusun rencana anggaran pendapatan dan Belanja BUMDes ; 

 

 Menyusul laporan keuangan ; 

 

 Mengendalikan anggaran ; 
 

h. Bendahara dalam menjalankan tugas memiliki wewenang : 

 

 Mengambil keputusan di bidang pengelolaan keuangan dan usaha 

 

 Bersama dengan direksi menandatangani surat yang berhubungan 

dengan bidang keuangan dan usaha . 

C. Proses Pembentukan BUMDes Blukid Jaya Makmur 

 
Berikut merupakan proses dari pembentukan BUMDes Blukid  Jaya 

Makmur di Desa Bluru Kidul sesuai dengan wawancara yang dilaksanakan oleh 

peneliti di kantor Desa Bluru Kidul sebagai berikut : 

1. Melakukan sosialisasi, sosialisasi ini dilakukan oleh Kepala Desa pada 

masyarakat desa tentang pengenalan lembaga Badan Usaha Milik Desa, 

langkah sosialisasi ini sangat penting dilakukan untuk upaya melibatkan 

masyarakat kedalam rencana pembentukan BUMDes sejak awal untuk 

menghindari pemikiran dari masyarakat desa, bahwa terbentuknya 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

56  

 

 

BUMDes Blukid Jaya Makmur ini hanya untuk kesejahteraan pihak 

pengelola dan pemerintah desa saja. Seperti yang dikatakan oleh Bapak 

Tri Prasetyo selaku Kepala Desa Bluru Kidul, dalam wawancara beliau 

mengatakan : 

“Pada awal pembentukan BUMDes ini kita melakukan sosialisasi 

terlebih dahulu mas, pengenalan pada masyarakat desa apa itu 

BUMDes gunannya apa di bentuk dan dibangun di desa. biar 

nggak ada pemikiran kalau BUMDes ini usaha pemerintah desa 

untuk memperkaya diri mas. Masyarakat kan aneh-aneh mas 

pemikirannya”48 

2. Rapat Pemetaan Potensi / Pemilihan Usaha, dalam langkah ini 

pemerintah Desa Bluru Kidul melakukan pengamatan dan melakukan 

diskusi atau rapat dengan berbagai komponen masyarakat, untuk 

menentukan unit usaha apa yang dapat dikelola dengan mudah dan 

dikembangkan sekaligus dapat memberi impact yang baik untuk 

masyarakat desa Bluru Kidul. Sebagaimana yang dikatakan oleh 

pemerintah desa Bluru Kidul Bapak Tri Prasetyo dalam wawancara 

beliau mengatakan :  

“kita melakukan rapat berdiskusi dengan beberapa tokoh 

masyarakat, beserta perangkat desa juga mas, untuk menentukan 

unit usaha apa yang bagus untuk dikelola oleh BUMDes ini, dalam 

diskusi ini kita juga memperhatikan impact bagi masyarakat juga 

 
48 Tri Prasetyo wawancara oleh penulis, 11 Maret 2020 
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kedepannya bagaimana dan akhirnya tercetus ide pembangunan 

pasar desa itu mas. dikarenakan desa Bluru ini tidak memiliki 

pasar desa dan kebanyakan masyarakat desa Bluru ini kan 

melakukan wirausaha jadi kita memutuskan untuk unit usaha yang 

akan dibangun di atas tanah aset desa itu unit usaha berupa pasar 

desa”49 

3. Rapat perencanaan pembentukan Peraturan Desa Terkait BUMDes atau 

AD dan ART Pembentukan BUMDes, Dalam rapat ini pemerintah desa 

melakukan sosialisasi dengan forum masyarakat yang lebih luas seperti 

perangkat desa, BPD, serta tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa 

Bluru Kidul, untuk menentukan AD dan ART dalam pembentukan 

BUMDes seperti nama BUMDes, tujuan terbentuknya BUMDes, Ruang 

lingkup usahannya dan pembagian hasil usahannya serta hal-hal lainnya 

yang masuk dalam AD dan ART pembentukan BUMDes. Sebagaimana 

hasil jawaban dari wawancara Bapak Tri Prasetyo selaku Kepala Desa 

Bluru Kidul : 

“Rapat pembuatan rancangan AD dan ART atau payung hukum 

BUMDes, sebagai landasan hukum dari pembentukan BUMDes, 

untuk kegiatan ini kita melibatkan banyak orang mas. tokoh-tokoh 

masyarakat dan organisasi desa selain itu ada bapak BPD juga 

dan perangkat desa juga, dalam rapat ini kita menentukan nama 

BUMDes, Tujuan dibentuknnya BUMDes ini suapaya apa, 

 
49Tri Prastiyono, wawancara oleh penulis, 11 Maret 2020 
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pengelolaannya gimana, dan banyak lagi mas nanti saya beri 

copyan-nya”50 

4. Musyawarah Desa, dalam pelaksanaan musyawarah desa ini merupakan 

puncak dari pendirian BUMDes Blukid Jaya Makmur. dimana dalam 

musyawarah desa ini merupakan akhir dari proses pendirian BUMDes 

Blukid Jaya Makmur dengan di disahkannya rancangan Perdes tentang 

BUMDes atau AD dan ART BUMDes Blukid Jaya Makmur sebagai 

landasan hukum dari dibentuknya dan dikelolannya BUMDes Blukid 

Jaya Makmur secara resmi di mata hukum dan siap untuk dioprasikan 

sebagai lembaga ekonomi desa Bluru Kidul. Sebagaimana jawaban dari 

hasil wawancara Kepala Desa Bluru Kidul Bapak Tri Prasetyo beliau 

berkata : 

“Yang terakhir musywarah desa mas, dimana dilakukannya 

pengesahan dari rancangan peraturan desa terkait AD dan ART 

pembentukan BUMDes yang kemudian BUMDes Blukid Jaya 

Makmur ini dapat resmi berdiri dan siap dioprasikan di desa Bluru 

Kidul mas”51 

Dari hasil wawancara di atas dapat dimengerti bahwa dalam proses 

pembentukan BUMDes Blukid Jaya Makmur, Kepala Desa Bluru Kidul 

melakukan pembentukan BUMDes dengan skema yang startegis sesuai dengan 

tatacara pembentukan dan pengelolaan BUMDes dalam Permendes No 4 Tahun 

2015 mulai dari pengenalan kepada masyarakat desa terkait BUMDes, penentuan 

50Tri Prasetyo, wawancara oleh penulis, 11 Maret 2020 
51Tri Prasetiyo, wawancara oleh penulis, 11 Maret 2020 
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unit usaha yang akan dinaungi BUMDes, rapat pembentukan peraturan desa 

tentang BUMDes atau AD dan ART pembentukan BUMDes dan musyawarah 

desa untuk pengesahan peraturan desa tentang BUMDes yang dibentuk sebagai 

landasan dari terbentuknya BUMDes Blukid Jaya Makmur, dan dari keseluruhan 

proses tersebut pemerintah desa melibatkan masyarakat desa Bluru Kidul sebagai 

komponen penting dalam melakukan pembentukan BUMDes di desa Bluru Kidul 

sebagaiamana tatacara pembentukan BUMDes dalam Peraturan Pemerintah No 43 

tahun 2014. Dan Permendes No 4 Tahun 2015 

D. Proses Pengelolaan BUMDes “Blukid Jaya Makmur” 

 

Proses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “Blukid Jaya Makmur” 

berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BUMDes “Blukid Jaya 

Makmur” yang dilakukan di kantor desa Bluru Kidul sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan 

 
Untuk tahap pelaksanaan BUMDes “Blukid Jaya Makmur” melakukan 

pengelolaan unit usaha Pasar Desa Bluru Kidul. dalam pelaksanaan 

pengelolaan tersebut. Pihak BUMDes menjalin kerjasama dengan beberapa 

masyarakat desa untuk membantu dalam pelaksana pengelolaan pelayanan 

umum yang terdapat pada pasar desa Bluru Kidul seperti penjagaan parkir dan 

kebersihan pasar desa untuk dapat menghasilkan pendapatan untuk 

meningkatak pendapatan desa Bluru Kidul. Hal tersebut sesuai dengan apa 

yang dikatakan oleh Bapak Y. Hery Susanto selaku Direksi BUMDes “Blukid 

Jaya Makmur” dalam wawancara sebagai berikut : 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

52Hary Susanto, wawancara oleh penulis, 12 Maret 2020 

60 

 

 

 

“Untuk pengelolaan tentu tahap awalnnya kan pasti ada 

pelaksanaan ya mas, untuk tahap pelaksanaan pengelolaan pasar 

desa ini BUMDes menjalin kerja sama dengan masyarakat desa 

untuk mengelola jasa pelayanan umum yang saya rasa sudah pasti 

ada di setiap pasar ya mas, seperti pengelolaan lahan parkir dan 

kebersihan pasar mas, jadi dalam tahap pelaksanaan ini kita tidak 

berjalan sendirian mas, disatu sisih kita mencari keuntungan untuk 

meningkatkan pendapatan desa di sisi lain kita juga melakukan 

pemberdayaan masyarakat desa mas”52 

2. Pemeliharaan 

 
Pada tahap pemeliharaan ini dimaksudkan untuk melakukan pemeliharaan 

unit usaha yang dikelola oleh BUMDes yaitu pemeliharaan pasar desa, untuk 

tahap ini hasil keuntungan dari pengelolaan pasar desa disisihkan untuk 

keperluan pemeliharaan unit usaha pasar desa seperti perbaikan saluran 

irigasi yang sudah dilakukan untuk kenyamanan akses jual beli yang 

dilakukan di pasar desa Bluru Kidul. Sebagaimana jawaban atas wawancara 

yang dilakukan dengan Bapak Y. Hery Susanto selaku Direksi BUMDes 

sebagai berikut :  

“Kemudian pemeliharaan mas, untuk tahapan ini kita menyisihkan 

pendapatan dari hasil pengelolaan pasar desa untuk melakukan 

perawatan pasar, untuk berjaga-jaga juga kalau mungkin ada sesuatu 

yang terjadi di pasar yang dapat menggangu kenyamanan akses jual 
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beli di pasar seperti kemarin saluran irigasi di pasar itu di perbaiki 

karena waktu hujan itu sempat banjir dan menggangu jadi kita 

lakukan perbaikan kita luaskan saluran irigasinnya biar air tidak 

meluap”53 

3. Pelaporan 

 
Dalam tahap pelaporan ini BUMDes menyusun hasil pendapatan dan 

pengeluaran dari hasil yang didapatkan dari pengelolaan unit usaha pasar 

desa yang kemudian dapat dijadikan sebagai acuan terkait bagaimana hasil 

perkembangan dari hasil pengelolaan unit usaha pasar desa tersebut terdapat 

perkembangan yang signifikan untuk desa atau tidak, dan untuk tahap 

pelaporan ini dilakukan dengan teliti dan transparasi terkait berapa 

pendapatan dan pengeluaran yang di ambil untuk digunakan sebagai 

keperluan tertentu yang kemudian hasil dari laporan tersebut di serahkan 

kepada kepala desa dan BPD untuk di periksa. Sebagaimana jawaban Bapak 

Hery Susanto dalam wawancara sebagai berikut: 

“Terakhir ada tahap pelaporan mas, dalam tahapan ini Bendahara 

BUMDes yang memegang kuasa atas keuangan BUMDes, yang 

membuat pembukuan terkait pendapatan yang di dapatkan dari 

hasil pengelolaan pasar desa. selain itu dalam pembukuan tersebut 

harus teliti mulai dari tanggal pendapatan hasil, pengambilan uang 

untuk keperluan BUMDes dan lain sebagainnya, lalu dari hasil 

pembukuan tersebut ditunjukan pada kepala desa sebagai 
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Komisaris BUMDes dan BPD sebagai pengawas BUMDes untuk 

diperiksa mas, jadi semuannya berjalan dengan transparasi mas” 

Sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Y Hary 

Susanto dalam pelaksanaan pelaporan tersebut, dalam wawancara yang 

berbeda Ibu Aprilia Puspasari selaku Bendahara BUMDes Blukid Jaya 

Makmur juga menjelaskan dalam wawancara beliau mengatakan : 

“Iya benar mas dalam pelaporan memang saya kerjakan saya 

sebagai bendahara di BUMDes ini, dalam pembukuan hasil dari 

pengelolaan pasar desa ini saya tulis dengan pembukuan yang 

rinci, untuk acuan kita dalam melihat seberapa besar 

perkembangan dari hasil pengelolaan Unit pasar desa ini 

berdasarkan pada keuntungan yang kita peroleh, lalu untuk hasil 

dari pembukuan ini kita serahan ke Kepala Desa Bapak Tri 

Prasetyono dan Bapak AL.Irianto yang merupakan BPD di desa 

Bluru untuk dilakukan pemeriksaan jadi kita kerja dengan 

transparasi mas tidak ada yang ditutupi”54 

Tabel 4.4 

 
Kas BUMDes Tahun 2019 

 
 

NO TANGGAL KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO 

1 SALDO 48.920.000 

2 15 Oktober Setoran pasar bulan 18.601.000   

 

 

54Aprilia Puspasari, wawancara oleh penulis, 13 Maret 2020 
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 2019 Mei 2018 sampai 

bulan  Desember 

2018 

   

Pembangunan atau 

perbaikan saluran 

irigasi pasar desa 

 7.296.000  

Setoran pasar bulan 

Januari 2019 sampai 

bulan Februari 2019 

5.100.000   

Setoran pasar bulan 

Maret 2019 sampai 

September 2019 

25.500.000   

3 18 Oktober 

2019 

Penarikan tunai 

untuk : 

-Pinjaman modal 

Bapak Saiin 

5.500.000 

- Insentif Bu Didik 

 8.000.000  

4 23 Oktober 

2019 

Penarikan tunai 

untuk pinjaman 

modal : 

- Bapak Saiin 

tambahan 2.500.000 

- Bapak Pebri 

5.000.000 

 7.500.000  

5 SALDO 75.325.000 

6 20 

November 

2019 

Angsuran bulan 

November 2019 

Bapak Saiin 

300.000   

Angsuran bulan 300.000   
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  November 2019 

Bapak Pebri 

   

7 SALDO 75.925.000 

8 2 Desember 

2019 

Angsuran Bapak 

Pebri 

200.000  76.125.000 

9 4 Desember 

2019 

Setoran pasar bulan 

Oktober 2019 

7.200.000   

Pembelian kwitansi, 

materai, dll 

 25.000  

10 13 

Desember 

2019 

Setotan pasar bulan 

November 2019 

6.900.000   

11 SALDO 90.200.000 

12 7 Januari 

2020 

Setoran pasar bulan 

Desember 2019 

6.600.000   

JUMLAH 96.800.000 

Data : Kas BUMDes Tahun 2019 

 
Dari data wawancara pengelolaan BUMDes dan data pendapatana kas 

BUMDes 2019, dapat dimengerti bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan 

BUMDes “Blukid Jaya Makmur” berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan 

pendapatan yang cukup tinggi yang kemudian dapat digunakan sebagai pinjaman 

modal usaha yang dimana dapat membantu masyarakat desa yang membutuhkan 

modal untuk keperluan usaha atau keperluan yang lainnya. 
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E. Analisis Data 

 

1. Kebijakan yang digunakan oleh pemerintah desa, untuk menciptakan 

penguatan pada lembaga BUMDes Blukid Jaya Makmur 

Sebagaimana mengutip dalam (Winarno, 2012:20) Carl Friedrich memandang 

kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang kelompok 

atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan- 

hambatan serta peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk 

menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan dan/atau 

merealisasikan suatu sasaran dan maksud tertentu, dari teori kebijakan tersebut 

dapat di pahami bahwa kebijakan merupakan suatu arah, tindakan yang digunakan 

oleh pemerintah untuk dapat mencapai suatu tujuan-tujuan tertentu atau 

merealisasikan suatu maksud tertentu salah satunnya kebijakan yang digunakan 

oleh pemerintah desa Bluru Kidul sebagai fasilitator untuk dapat mewujudkan 

penguatan pada lembaga Badan Usaha Milik Desa Blukid Jaya Makmur. sehingga 

lembaga BUMDes Blukid Jaya Makmur dapat menjadi lembaga ekonomi yang 

menghasilkan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bluru Kidul, 

sebagaimana pendapat Kepala Desa Bluru Kidul Tri Prasetyono  dalam 

wawancara terkait kebijakan yang beliau gunakan sehingga dapat menciptakan 

penguatan pada lembaga BUMDes Blukid Jaya Makmur sebagai berikut : 

“Untuk kebijakan saya rasa selama proses pembentukan hingga 

pengelolaan BUMDes ini sendiri, saya lebih fokus pada bagaimana 

pendapat atau aspirasi-aspirasi masyarakat desa Bluru yang saya 

tampung dan saya gunakan sebagai landasan dari pembentukan 
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AD/ART BUMDes yang menjadi dasar hukum dari pembentukan dan 

arah pengelolaan BUMDes di desa Bluru ini mas”55 

Berkaitan dengan pernyataan Kepala Desa Bluru Kidul Bapak Tri Prasetyo 

terkait kebijakan penguatan kelembagaan BUMDes diatas Bapak AL. Irianto 

selaku pengawas BUMDes mengatakan dalam wawancara sebagai berikut : 

“Menurut saya terbentuknya BUMDes, hingga dapat berjalan dan 

berkontribusi untuk desa sampai saat ini. karena Pak Pras lebih 

menekankan kebijakan yang bersifat Bottom-Up, dimana dari awal 

pembentukan hingga pengelolaan BUMDes di desa Bluru Kidul ini, 

berdasarkan atas AD / ART BUMDes yang dibentuk atas aspirasi- 

aspirasi yang di tampung dari masyarakat Desa Bluru melalui 

musyawarah yang dilakukan pada saat perencanaan pembentukan 

BUMDes Blukid Jaya Makmur, sehingga menurut saya, secara tidak 

langsung hal tersebut yang mempengaruhi bagaimana BUMDes ini 

dapat dikelola dan memberikan hasil untuk desa Bluru Kidul sampai 

saat ini”56 

Dapat dipahami dalam perryataan Bapak AL. Irianto dalam wawancara di 

atas bahwa menurut Bapak Al Irianto, pemerintah desa Bluru Kidul menggunakan 

kebijakan Bottom-Up mengutip dari pendapat Elmore dalam (Tachjan, 2006:43) 

Bottom-Up merupakan suatu bentuk implementasi dari kebijakan publik yang 

mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya 

 

55Tri Prasetyo, wawancara oleh penulis, 11 Maret 2020 
56 Al Irianto, wawancara oleh penulis, 12 Maret 2020 
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atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya ditataran rendah57, dapat 

dikatakan bahwa maksud dari pendapat Bapak AL Irianto, terkait kebijakan 

Bottom-Up yang digunakan oleh pemerintah desa yaitu untuk menciptakan 

penguatan pada lembaga BUMDes Blukid Jaya Makmur pemerintah desa 

membentuk suatu kebijakan yang mengatur tentang pembentukan dan pengelolaan 

BUMDes Blukid Jaya Makmur yang diterapkan dari aspirasi-aspirasi masyarakat 

desa yang ditampung selama pelaksanaaan rembuk desa, Berhubungan dengan 

pendapat dari pengawas BUMDes Bapak AL. Irianto terkait kebijakan untuk 

menciptakan penguatan pada kelembagaan BUMDes “Blukid Jaya Makmur” di 

desa Bluru Kidul di atas Bapak Y Hery Susanto selaku Direktur BUMDes juga 

berpendapat dalam wawancara sebagai berikut : 

“Saya rasa penguatan pada lembagaan BUMDes ini terbentuk karena 

dari awal pembentukan BUMDes ini Pak Pras, sudah melibatkan 

masyarakat desa mas, mulai dari melakukan sosialisasi, musyawarah 

tentang bagaimana enaknnya BUMDes ini dibentuk yang kemudian 

dari musyawarah tersebut terbentuklah Peraturan Desa tentang 

BUMDes yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan 

pengelolaan dan landasan hukum dari dibentuknnya BUMDes Blukid 

Jaya Makmur ini mas” 

Dari beberapa pernyataan dalam wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

Untuk dapat menciptakan penguatan pada lembaga BUMDes Blukid Jaya 

Makmur, pemerintah desa menggunakan kebijakan berdasarkan pada Peraturan 

57 H. Tachjan, Implementasi Kebijakan Publik (Bandung : AIPI, 2006), 43. 
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Desa Nomer 4 Tahun 2013 tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes, yang 

menjadi AD/ART BUMDes dimana selama proses pembentukan kebijakan berupa 

Peraturan Desa yang mengatur tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes 

Blukid Jaya Makmur tersebut pemerintah desa melibatkan aspirasi-aspirasi 

masyarakat desa yang ditampung dalam musyawara desa selama pelaksanaan 

proses pembentukan lembaga BUMDes Blukid Jaya Makmur. 

2. Startegi yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan 

pengelolaan BUMDes untuk meningkatkan PADes Bluru Kidul 

Untuk dapat mewujudkan sebuah lembaga ekonomi BUMDes yang maju dan 

mampu memberikan kontribusi yang besar untuk meningkatkan pendapatan desa, 

maka diperlukan suatu startegi yang terarah dan terencana dari kepala desa untuk 

melakukan pengelolaan lembaga BUMDes agar menjadi lembaga ekonomi yang 

diharapkan, sebagaimana startegi yang diterapkan oleh pemerintah desa Bluru 

Kidul untuk pengelolaan BUMDes Blukid Jaya Makmur hingga BUMDes 

tersebut dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli desa 

Bluru Kidul. Sebagaimana penjelasan dari Kepala Desa Bluru Kidul Bapak Tri 

Prasetyo dalam wawancara berikut ini : 

“Untuk strategi yang digunakan pada pengelolaan BUMDes dengan unit 

usaha pasar desa ini, kita menggunakan strategi kerjasama mas, maksud 

dari strategi ini kita menjalankan pengelolaan pelayanan umum yang ada 

di pasar, seperti parkir kendaraan dan kebersihan pasar dalam 

pengelolaan pelayanan umum pasar desa tersebut, di lapangan kita 
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memilih beberapa masyarakat desa yang memenuhi kriteria berdasarka 

Perdes BUMDes dan persetujuan bersama beberapa masyarakat desa 

yang kemudian kami perintahkan untuk mengelola parkiran dan 

kebersihan tersebut dengan pembagian hasil pendapatan pengelolaan 

sebesar 40% Untuk Desa 30% untuk BUMDes dan 30% untuk pihak 

pengelola di lapangan”58 

Berhubungan dengan pendapat dari kepala Desa Bluru Kidul Bapak Tri 

Parsetyo, terkait startegi pengelolaan BUMDes, Bapak Y. Hery Susanto selaku 

Direktur BUMDes juga berpendapat dalam wawancara berikut ini : 

“Dalam startegi pengelolaan unit usaha pasar desa ini kita, melakukan 

kerja sama dengan masyarakat desa untuk mengelola lahan parkir 

kendaraan dan kebersihan pasar, dari hasil pengelolaan itu dibagi 40% 

untuk pemasukan Desa, 30% untuk pemasukan BUMDes dan 30% untuk 

pihak pengelola di lapangan. Dan dari hasil kerjasama ini kan kita bisa di 

satu sisih menunggu tuntasnnya kerjasama pengelolaan pasar desa dari 

pembangunan unit usaha pasar desa kepada pihak ke 3 Bapak Tri 

Harsono, disisih lain kita juga menghasilkan pendapatan untuk desa dan 

melakukan pemberdayaan masyarakat desa seperti itu mas”59 

Berkaitan dengan pendapat dari Bapak Y. Hary Susanto selaku Direktur 

BUMDes Blukid Jaya Makmur, dalam tempat dan waktu wawancara yang sama. 

Bapak Hari Madriyanto selaku sekertaris BUMDes mengatakan sebagai berikut : 

 

58Tri Prasetyo, wawancara oleh penulis, 11 Maret 2020 
59 Y. Hery Susanto, wawancara oleh penulis, 12 Maret 2020 
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“Iya mas dalam pengelolaan unit usaha pasar desa untuk saat ini memang 

kita hanya bisa menghasilkan pendapatan dari hasil pengelolaan lahan 

parkir dan kebersihan pasar saja karena untuk penyewaan ruko atau stan 

penjualan yang ada di pasar masih di kelola oleh pihak ke 3 Pak Tri 

Harsono, karena pada saat itu desa kekurangan dana untuk 

melangsungkan pembangunan pasar desa ini, sehingga melakukan 

kerjasama dengan pihak ke 3 dengan system bangunan serah guna dengan 

tenggang waktu 15 tahun sesuai denagn SK kerjasama pemanfaatan aset 

desa saat itu tahun 2014 mas”60 

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait startegi kerjasama dan untuk hasil yang 

di dapatkan dari berlangsungnnya startegi kerjasama dengan beberapa masyarakat 

desa dalam pelaksanaan pengelolaan parkir kendaraan dan kebersihan pasar 

tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Wito selaku ketua dari 

pengelola lahan parkir dan kebersihan pasar desa Bluru Kidul dalam wawancara 

Pak Wito mengatakan : 

“Enggeh mas, disini saya yang ditunjuk Pak Pras buat mengelola lahan 

parkir dan kebersihan pasar desa ini, buat hasil pendapatan dari 

mengelola ini dibagi 40% Desa, 30% BUMDes dan 30% untuk saya dan 

teman-teman yang lain tiap bulanya mas, untuk penarikan biaya parkir 

kendaraan motor 2000, mobil 4000, sepeda ontel 1000. Kalau buat 

penarikan biaya kebersihan itu sendiri 5000 tiap ruko mas, tapi cuman 

ruko yang buka aja mas kalau tutup atau penjualnya sedang tidak 

60 Hari Madriyanto, wawancara oleh penulis, 12 Maret 2020 
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berjualan nggak ada biaya penarikan mas, meskipun sekarang tidak 

berjualan besok jualan tetep nariknya ya 5000”61 

Gambar 4.2 

 
Lahan Parkir Pasar Desa Bluru Kidul 

 
 

 
Gambar 4.3 

 
Retribusi Kebersihan Mikro/Lapak 

 

 

61 Wito, wawancara oleh penulis, 13 Maret 2020 
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Gambar 4.4 

 

Retribusi Parkir Kendaraan Di Pasar Desa Bluru Kidul 
 
 

Sumber : Dokumentasi Pasar Desa Bluru Kidul 

 
Dari data wawancara terkait Strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa 

dalam pengelolaan BUMDes diatas dapat disimpulkan bahwa, selama proses 

pengelolaan BUMDes hingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa, 

pemerintah desa Bluru Kidul menggunakan setrategi kerjasama yang mana 

kerjasama tersebut dilakukan dengan beberapa masyarakat desa Bluru Kidul yang 

dipilih berdasarkan kreteria yang ada dalam Perdes No 4 Tahun 2013 Pasal 19 

tentang pengangkatan pegawai BUMDes dan persetujuan bersama dengan 

beberapa tokoh masyarakat desa, untuk menjalankan pengelolaan retribusi parkir 

dan kebersihan pasar desa Bluru Kidul dengan pembagian hasil pendapatan 

sebesar 40% untuk pendapatan desa Bluru Kidul, 30% untuk BUMDes Blukid 

Jaya Makmur dan 30% untuk pihak pengelola retribusi parkir dan kebersihan 

pasar desa Bluru Kidul yang mana pembagian tersebut sesuai dengan apa yang 
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ada dan tertulis dalam AD dan ART atau Peraturan Desa No 4 Tahun 2013 

tentang pembentukan BUMDes Blukid Jaya Makmur. 

3. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa, selama proses 

penguatan BUMDes dalam meningkatkan PADes Bluru Kidul 

Selama proses penguatan Badan Usaha Milik Desa Blukid Jaya Makmur 

guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bluru Kidul tentu tidak luput dari 

tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah desa Bluru Kidul berikut 

merupakan hasil dari pendapat dalam wawancara yang dilakukan dengan beberapa 

narasumber terkait apa saja tantangan yang harus di hadapi selama proses 

penguatan lembaga BUMDes Blukid Jaya Makmur hingga dapat memberikan 

kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bluru Kidul. 

a. Kurangnya Biaya 

 
Kurangnya biaya ini dirasakan oleh pemerintah desa saat akan melakukan 

pembangunan pasar desa yang akan dijadikan sebagai unit usaha yang dapat di 

naungi oleh BUMDes Blukid Jaya Makmur, hal tersebut dikarenakan pada masa 

itu kebijakan pengalokasian Dana Desa masih belum ada sehingga, untuk dapat 

membangun unit usaha pasar desa pemerintah desa menjalin kerjasama dengan 

pihak ke 3 agar pelaksanaan pembangunan unit usaha pasar desa tersebut dapat di 

realisasikan dimana perjanjian tersebut dibentuk didalam SK perjanjian kerjasama 

pemanfaatan aset desa untuk pembangunan pasar Desa Bluru Kidul yang berjalan 

dalam batas waktu 15 Tahun. Sebagaimana pernyataan atas wawancara dengan 

Kepala Desa Bluru Kidul Bapak Tri Prasetyo beliau mengatakan : 
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“Dalam pengelolaan BUMDes hingga jadi seperti ini memang banyak 

tantangannya mas, seperti kurannya Biaya pembangunan pasar desa 

untuk unit usaha BUMDes waktu itu, yang akhirnya menjalin kerjasama 

dengan pihak ke 3 secara Build Operated Tansfer, selama 15 Tahun tapi 

hingga saat ini sudah berjalan 7 tahun”62 

Dalam wawancara yang berbeda dan waktu yang berbeda Direksi 

BUMDes Bapak Hary Susanto mengatakan : 

“Tantangannya banyak mas, yang sebelumnya ndak punya pasar untuk 

unit usaha sekarang punya dengan menjalin kerjasama dengan pihak ke 3, 

dalam kurun waktu 15 tahun, jadi untuk pemanfaatan penyewaan dari 

ruko atau lapak ini masih di kelola sama pihak ke 3 Bapak Tri Harsono 

selama 15 tahun, sesuai SK persetujuan kerjasama itu mas. tapi hingga 

saat ini sudah berjalan 7 tahun mas dan semoga saja untuk batas 

kerjasama itu dapat dimajukan dengan sosialisai bersama pihak ke 3 mas 

karena jika kita sudah dapat mengelola penyewaan lapak tersebut, maka 

pendapatan yang dapat di kontribusikan untuk desa bisa mencapai 1 

Miliar mas karena hingga saat ini sudah ada sekitar 250’an orang mas 

yang menyewa lapak dan tiap tahunnya pedagang membayar 10  juta 

untuk penyewaan lapaknya”63 

Dari data wawancara di atas dapat dipahami bahwa salah satu kendala 

yang harus dihadapi oleh pemerintah desa selama proses penguatan lembaga 

 

62 Tri Prasetyo, wawancara oleh penulis, 11 Maret 2020 
63 Hary Susanto, wawancara oleh penulis, 12 Maret 2020 
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BUMDes Blukid Jaya Makmur agar dapat memberikan kontribusi dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bluru Kidul adalah kurangnnya biaya untuk 

merealisasikan pembangunan unit usaha pasar desa Bluru Kidul yang dikelola 

BUMDes Blukid Jaya Makmur. Yang kemudian menjadikan proses pembangunan 

unit usaha pasar desa tersebut membutuhkan terjalinnya kerjasama dengan pihak 

ke 3 dengan sistem kerjasama Build Operate Transfer atau bangunan guna serah, 

maksud dari kerjasama tersebut yaitu, bentuk kerjasama pendanaan proyek yang 

dilakukan oleh pihak swasta dimana dalam model kerjasama ini pihak swasta 

yang mendanai pembangunan proyek tersebut dapat mengoprasikan fasilitas 

dalam proyek yang sudah dibangun tersebut sesuai dengan kontrak  konsesnsi 

yang sudah disepakati bersama dengan pemerintah, dan proyek yang dibangun 

dengan skema pendanaan ini akan diserahkan pada pemerintah pada masa akhir 

kontrak konsensi64. Dipahami dari pengertian kerjasama Build Operate Transfer 

tersebut dalam pembangunan unit usaha pasar desa Bluru Kidul pemerintah desa 

melakukan kerjasama dengan pihak ke 3 yang mana sebagai pihak ke 3 bapak Tri 

Harsono memiliki hak untuk melakukan pengelolaan penyewaan atas ruko atau 

stan penjualan yang terdapat pada pasar desa Bluru Kidul selama kurun waktu 15 

tahun sesuai dengan SK nota kesepahaman kerjasama atas pengelolaan aset desa 

berupa pasar desa yang dimulai sejak tahun 2014 dan sudah berjalan selama 7 

tahun hingga pada tahun 2020 ini. 

 

 

 

 

 

 

64 “Wikipedia,” Bangunan-Serah-Guna, diakses 02 Mei 2020, https://id.m.wikipedia.org 

https://id.m.wikipedia.org/
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b. Penolakan Kenaikan Retribusi Kebersihan Pasar 

 
Penolakan kenaikan retribusi kebersihan pada pasar ini dilakukan oleh  

para pedagang pasar desa Bluru Kidul, yang sebenarnnya dalam kenaikan retribusi 

tersebut bertujuan untuk menambah fasilitas umum yaitu lampu jalan lorong 

masuk pasar agar pasar terlihat terang dimalam hari. Sebagaimana hasil dari 

wawancara dengan Pemerintah Desa Bluru Kidul Bapak Tri Prastyono 

mengatakan : 

“Selain kurangnnya Biaya peembangunan pasar desa ada lagi mas, 

kendalannya waktu itu sempat adannya protes dari para pedagang pasar 

Bluru Kidul tkarena ada kenaikan retribusi untuk kebersihan pasar yang 

sebenarnya kenaikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan 

desa dan melakukan pemasangan serta pembiayaan aliran listrik untuk 

lampu yang di pasang di lorong masuk ke pasar Desa Bluru Kidul, agar 

pasar tidak terlihat gelap dan memungkinkan pedagang dapat berjualan 

di malam hari dengan kondisi pasar yang terang. akhirnya kita melakukan 

sosialisai terkait hal tersebut dan Alhamdulillah pedagan dapat menerima 

kenaikan retribusi tersebut mas”65 

Di dalam wawancara yang berbeda Bapak AL. Irianto selaku pengawas 

BUMDes menjelaskan terkait penolakan kenaikan retribusi pasar oleh pedagang 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

65 Tri Prasetyo, wawancara oleh penulis, 11 Maret 2020 
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“Memang mas, saat ada kenaikan biaya untuk retribusi kebersihan pasar 

di setiap lapak saat itu sempat menuai protes dari para pedagang, 

mungkin karena saat itu ada miss komunikasi dari pihak pengelola 

kebersihan pasar dengan pedagang karena pihak pengelolaa retribusi 

tidak menjelaskan dengan rinci maksud dari naiknnya tarif retribusi 

kebersihan pasar. sehingga Pak Pras, saat itu menerima protes dari 

pedagang karena di anggap tidak memberikan sosialisasi secara resmi 

terlebih dahulu terkait adannya kenaikan tersebut lalu setelah ada protes 

dari pedagang tersebut Pak Pras langsung mengadakan sosialisasi secara 

resmi terkait kenaikan retribusi tersebut sehingga permasalahan tersebut 

dapat diselesaikan dengan baik dan damai tidak sampai terjadi aksi yang 

tidak di harapkan”66 

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa selama proses 

penguatan kelembagaan BUMDes Blukid Jaya Makmur hingga dapat memberikan 

kontribusi pada meningkatnnya Pendapatan Asli Desa Bluru Kidul, pemerintah 

desa juga harus menghadapi protes dari para pedagang di pasar desa Bluru Kidul 

terkait adannya kenaikan retribusi kebersihan pada pasar desa Bluru Kidul. protes 

tersebut disebabkan karena miss komunikasi yang terjadi antara pihak pengelola 

retribusi pasar desa dengan para pedagang pasar desa Bluru Kidul saat itu karena 

saat memberikan informasi terkait adannya kenaikan tersebut pengelola retribusi 

kebersihan tidak menjelaskan dengan detail tentang tujuan dari adannya kenaikan 

retribusi kebersihan tersebut yang kemudian menimbulkan protes yang dilakukan 

 

66 Al Irianto, wawancara oleh penulis, 12 Maret 2020 
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para pedagang pasar pada pemerintah desa Bluru Kidul saat itu. Kemudian Bapak 

Tri Prastyo selaku kepala desa saat itu langsung memberikan sosialisasi secara 

resmi terkait tujuan dari dinaikannya retribusi kebersihan pasar tersebut yang 

akhirnya dapat menyelesaikan kesalah pahaman yang terjadi karena adannya 

kenaikan biaya untuk retribusi kebersihan pasar desa Bluru Kidul tersebut. 

Dari hasil pemahaman dalam beberapa wawancara diatas dapat 

disimpulkan bahwa selama proses penguatan pada kelembagaan Badan Usaha 

Milik Desa Blukid Jaya Makmur, hingga dapat memberikan kontribusi untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bluru Kidul. Pemerintah desa harus 

menghadapi beberapa tantangan yang antara lain, kurangnnya biaya untuk 

merealisasikan pembangunan pasar desa yang diperuntukan sebagai unit usaha 

yang dikelola oleh BUMDes Blukid Jaya Makmur, sehingga  membuat 

pemerintah desa menjalin kerjasama dengan pihak ke-3 dengan sistem kerjasama 

Build Operate Transfer. selain tantangan terkait kurangnnya biaya untuk 

pembangunan pasar desa Bluru Kidul saat itu, pemerintah desa juga harus 

menghadapi tantangan yang berasal dari protes para pedagang pasar desa Bluru 

Kidul. protes tersebut dipicu karena adannya kenaikan biaya retribusi kebersihan 

pada pasar desa Bluru Kidul saat itu. Namun pemerintah desa Bluru Kidul dapat 

menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara melakukan sosialisasi dengan para 

pedagang di pasar desa Bluru Kidul. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 
Dari hasil penelitian tentang penguatan Badan Usaha Milik Desa dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten 

Sidoarjo peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Untuk dapat menciptakan penguatan pada lembaga BUMDes  Blukid 

Jaya Makmur pemerintah desa Bluru Kidul menggunakan kebijakan 

berdasarkan pada Peraturan Desa Nomer 4 Tahun 2013 tentang 

pembentukan dan pengelolaan BUMDes, yang ditetapkan menjadi 

Anggaran dasar atau Anggaran Rumah tangga BUMDes dimana selama 

proses pembentukan kebijakan berupa Peraturan Desa yang mengatur 

tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes Blukid Jaya Makmur 

tersebut pemerintah desa melibatkan aspirasi-aspirasi masyarakat desa 

yang ditampung dalam musyawara desa selama pelaksanaan proses 

pembentukan lembaga BUMDes Blukid Jaya Makmur. dari pelibatan 

masyarakat desa selama proses pembentukan BUMDes hingga 

pembentukan Perdes Sebagai landasan hukum serta acuan dalam 

pelaksanaan pengelolaan BUMDes tersebutlah yang kemudian dapat 

menciptakan penguatan pada lembaga BUMDes Blukid Jaya Makmur. 

2. Strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa Bluru Kidul dalam 

pengelolaan BUMDes Blukid Jaya Makmur untuk meningkatkan 
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Pendapatan Asli Desa Bluru Kidul yaitu, setrategi kerjasama yang mana 

kerjasama tersebut dilakukan dengan beberapa masyarakat desa Bluru 

Kidul yang dipilih berdasarkan kreteria yang ada dalam Perdes No 4 

Tahun 2013 Pasal 19 tentang pengangkatan pegawai BUMDes dan 

persetujuan bersama dengan beberapa tokoh masyarakat desa, untuk 

menjalankan pengelolaan retribusi parkir dan kebersihan pasar desa 

Bluru Kidul dengan pembagian hasil pendapatan sebesar 40% untuk 

pendapatan desa Bluru Kidul, 30% untuk BUMDes Blukid Jaya Makmur 

dan 30% untuk pihak pengelola retribusi parkir dan kebersihan pasar  

desa Bluru Kidul yang mana pembagian tersebut sesuai dengan apa yang 

ada dan tertulis dalam AD dan ART atau Peraturan Desa No 4 Tahun 

2013 tentang pembentukan BUMDes Blukid Jaya Makmur. 

3. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa, selama proses penguatan 

pada lembaga BUMDes dalam meningkatkan PADes Bluru Kidul saat 

itu, adalah selama menjalankan proses penguatan pada kelembagaan 

BUMDes Blukid Jaya Makmur hingga dapat memberikan kontribusi 

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bluru Kidul pemerintah desa 

harus menghadapi tantangan seperti kurangnnya biaya, kurangnya biaya 

ini dirasakan oleh pemerintah desa Bluru Kidul saat akan merealisasikan 

pembangunan untuk unit usaha pasar desa yang akan dikelola BUMDes 

Blukid Jaya Makmur pada saat itu, yang kemudian membuat pemerintah 

desa Bluru Kidul menjalin kerjasama dengan pihak ke 3 dengan sistem 

Build Operate Transfer, selain itu pemerintah desa Bluru Kidul juga 
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harus menghadapi tantangan yang berasal dari protes para pedagang 

pasar desa Bluru Kidul karena naiknnya biaya untuk kebersihan pasar 

desa yang dipungut dari para pedagang setiap harinya, namun aksi protes 

dari kenaikan biaya retribusi kebersihan pasar desa oleh para pedagang 

tersebut dapat diselesaikan dengan cara melakukan sosialisasi yang 

dilakukan oleh pemerintah desa dengan para pedagang pasar desa Bluru 

Kidul saat itu. 

B. Saran 

 

1. Saran untuk Kepala Desa Bluru Kidul, untuk segera  menambahkan 

unit usaha baru yang dapat dikelola oleh BUMDes “Blukid Jaya 

Makmur”. Sehingga dapat menambah lebih banyak lagi penambahan 

retribusi untuk meningkatakan Pendapatan Asli Desa Bluru Kidul 

karena Pendapatan Asli Desa merupakan salah satu hal penting untuk 

kemajuan Desa Bluru Kidul agar dapat melaksanakan pembangunan di 

segala aspek dengan madiri 

2. Saran untuk pihak BUMDes Blukid Jaya Makmur agar dapat 

meningkatkan aspek pengelolaan yang dapat di hasilkan dari unit 

usaha pasar desa selain dari retribusi kebersihan pasar dan parkir 

kendaraan yang terdapat pada pasar desa Bluru Kidul. seperti 

menambah pengelolaan berupa agen penyediaan bahan pokok yang 

murah untuk pedagang, sehingga dapat dijadikan sebagai produsen 

penyedia bahan-bahan pokok utama untuk para pedagang yang 

berdagang pada pasar desa Bluru Kidul. 
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